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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun
Anggaran 2021 merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap
instansi pemerintah harus memiliki rencana kerja setiap 1(satu)
tahun. Penyusunan rencana kerja Tahun Anggaran 2021 ini juga
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini disajikan dengan keadaan yang
sebenarnya dari masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat
Daerah Kota Cimahi dengan mendasarkan pada analisis yang
berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana
Kerja ini, dan kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan
yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Harapan kami,
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021
dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan masing-masing unit kerja di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Cimahidalam upaya meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat.

Cimahi, Agustus 2020

Penyusun



BAB1I
PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini, diuraikan latar belakang penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021,
terutama dalam hubungannya dengan berbagai perencanaan lainnya
yang bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan Kota Cimahi.
Beserta itu pula, dicantumkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang menjadi landasan penyusunan dokumen perencanaan
ini, maksud serta tujuan penulisan dokumen, juga sistematika
penulisan yang menguraikan keterkaitan antar bab dalam Renja

Seckretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 ini.

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25
tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
pasal 1 ayat 11, Rencana Kerja Satuan Kerja Sekretariat Daerah
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Sekretariat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Namun, untuk memahami fungsi Renja
perangkat daerah ini lebih jauh, maka perlu dipaparkan terlebih
dahulu mengenai keterkaitan antara Renja perangkat daerah dengan
dokumen perencanaan lainnya.

Secara umum, perencanaan pembangunan daerah dilakukan
untuk mencapai suatu visi atau cita-cita, dari kondisi awal yang ada
di daerah tersebut (sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, pasal 1 ayat 1). Cita-cita atau visi daerah ditentukan oleh
kepala daerah, dan selanjutnya berbagai perencanaan disusun untuk
mencapai visi tersebut. Rencana Pembangunan tingkat daerah terdiri
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 20 tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periode 5 tahun
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode 1 tahun.

Selanjutnya, guna menjabarkan rencana pembangunan jangka




menengah dan rencana kerja pemerintah daerah periode tahunan
menjadi lebih operasional, maka rencana-rencana tersebut perlu
diturunkan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam
bentuk Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah periode S
tahun dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah periode 1 tahun.

Dalam konteks Kota Cimahi, RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-
2025 telah disusun untuk mencapai visi jangka panjang melalui
beberapa pentahapan visi per lima tahun, dan untuk itu disusunlah
RPJMD Kota Cimahi {(RPJMD yang terakhir kali disusun adalah
periode 2017-2022). Selanjutnya dari RPJMD tersebut diturunkan
menjadi perencanaan tahunan dalam bentuk RKPD, Seiring dengan
disusunnya RPJMD, berbagai misi, tujuan, sasaran, program dan
kegiatan yang termuat di dalamnya diturunkan menjadi Renstra
perangkat daerah, dalam hal ini Renstra Sekretariat Daerah, sesuai
tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang ada di lingkup
Sekretariat Daerah tersebut. Begitu juga RKPD Kota Cimahi yang
dijabarkan menjadi berbagai Renja tahunan masing-masing perangkat
daerah, dalam hal ini Renja Sekretariat Daerah berdasarkan tugas
dan fungsinya masing-masing. Pada pelaksanaannya, hubungan antar
berbagai perencanaan ini bersifat dinamis (terbuka terhadap
perbaikan atau penyesuaian), bergantung dari monitoring dan
evaluasi pelaksanaan perencanaan, sumber daya yang tersedia juga
berbagai faktor lainnya yang menentukan.

Substansi program dan Kkegiatan Sekretariat Daerah Kota
Cimahi Tahun Anggaran 2021, banyak dipengaruhi oleh terjadinya
pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease-2019) yang melanda Indonesia
pada awal Tahun 2020. Kondisi tersebut mempengaruhi turunnya
target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi, sehingga menuntut
Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi dalam hal pengelolaan anggaran belanja. Selain itu,
dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan




Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, menyebabkan nomenklatur
program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun
Anggaran 2021 mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Dokumen Renja Sekretariat Dacrah Kota Cimahi Tahun
Anggaran 2021 ini merupakan dasar penyusunan dokumen
penganggaran selanjutnya, yakni Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota
Cimahi Tahun Anggaran 2021,

Gambar 1.1

KONSISTENSI DAN SINKRONISASI
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RPIPD (20 tahunan)
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Sumber: simrenda.cimahikota.go.id

Diagram diatas memberikan gambaran keterkaitan antara
Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya di
tingkat daerah. Seperti yang dipaparkan oleh Nita Yiswa, Tenaga Ahli
Perencana dan Kebijakan Publik, pada acara Rapat Koordinasi
Monitoring Evaluasi di Cimahi Technopark pada 16 April 2019,

Rencana Kerja Sekretariat D




1.2. LANDASAN HUKUM

Di bawah ini merupakan berbagai peraturan perundang-
undangan yang secara langsung maupun tak langsung menjadi acuan
dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun

Anggaran 2021:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinyadengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Sekretariat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);




10.

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur
Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota
Cimahi Tahun 2005 s.d. 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi;

:.



13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah
Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021
ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan bagi seluruh
stakeholder dan unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi
dalam menyusun berbagai dokumen penganggaran Sekretariat
Daerah Tahun Anggaran 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota
Cimahi Tahun Anggaran 2021 adalah untuk mempermudah seluruh
jajaran pelaku kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan program-program prioritas dan kegiatan secara
terpadu, terarah dan terukur untuk mencapai visi dan misi Kota
Cimahi 2017-2022 serta tujuan dan sasaran pelayanan Sekretariat

Daerah khususnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Renja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB . Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan, hubungan
dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum
penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta
sistematika penulisan.

BAB II. Bab ini memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan
Renja tahun lalu dan evaluasi pencapaian terhadap Renstra

Sekretariat Daerah Kota Cimahi 2017-2022.




BAB III. Bab ini membahas mengenai tujuan, sasaran, rencana
program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi
Tahun 2021.
BAB IV. Bab ini memuat matriks rencana kerja dan pendanaan tiap
unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi tahun
2021.

BAB V. Bab ini memuat catatan penting dan rencana tindak lanjut

dari Renja ini.




BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020

Bab ini membahas evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kota
Cimahi Tahun Anggaran 2019 dan prakiraan maju Tahun Anggaran
2020 (tahun berjalan). Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengukur
pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan mengurai faktor-
faktor yang menghambat maupun yang mendorong pencapaian target
kinerja. Selanjutnya faktor-faktor tersebutlah yang dijadikan
pertimbangan dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat daerah
Kota Cimahi tahun 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA CIMAHI 2017-2022

Sub Bab 2.1. membahas evaluasi pelaksanaan Renja
Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Untuk memudahkan,
pembahasannya dilakukan berdasarkan unit kerja di lingkup
Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

2.1.1. Bagian Pemerintahan

Dari 8 (delapan) kegiatan yang dilaksanakan Bagian
Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2019, terdapat 6 (enam) kegiatan
yang tingkat realisasinya 100%, 1 (satu) kegiatan yang capaiannya
melebihi 100% dan sisanya yaitu 1 (satu) kegiatan tidak dapat
dihitung tingkat realisasinya. Kegiatan yang tingkat realisasinya tepat
100% adalah: Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan
Kebijakan KDH yang ada di bawah Program Kebijakan Daerah,
Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen Dan Pelayanan
Administratif, kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
(BBGRM Dan BSMSS) dan kegiatan Pembinaan Administrasi Lembaga
Kemasyarakatan yang berada di bawah Program Kemasyarakatan,
Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan, Dukungan Manajemen, kegiatan Fasilitasi Konflik-




Konflik Pertanahan dan kegiatan Penataan Batas Wilayah yang
keduanya berada di bawah Program Pengelolaan Pertanahan dan
kegiatan Pelaksanaan Desk Pilkada yang berada di bawah Program
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sementara kegiatan
vang capaiannya lebih dari 100% adalah Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang berada di bawah
Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan
Manajemen Dan Pelayanan Administratif. Realisasi kegiatan tersebut
adalah 4 (empat) dokumen, sementara targetnya adalah 3 (tiga)
dokumen. Dan kegiatan yang tidak dapat dihitung tingkat realisasinya
adalah kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
Dalam Penyedian Sarana Dan Prasarana Publik yang ada di bawah
program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan
Manajemen Dan Pelayanan Administratif, yang disebabkan target
Renja Tahun 2019 tidak tercantum angka, sehingga walaupun
realisasinya adalah 775 nota kesepahaman.

Sementara itu, dalam hal pengukuran realisasi Kkinerja
akumulatif (tahun 2018 sampai dengan tahun berjalan) terhadap
target Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi 2017-2022, tolak ukur
kewajaran adalah rata rata tingkat realisasi 50%. Tingkat realisasi
tersebut diasumsikan dari realisasi akumulatif rata-rata pada
pertengahan tahun 2017-2022 (pertengahan Tahun 2020), yakni
setengah dari target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi
Tahun 2017-2022. Dengan asumsi itu, maka terdapat 1 (satu)
kegiatan yang realisasi capaian kinerja akumulatifnya di bawah 50%,
sisanya lebih dari 50%. Kegiatan yang capaian realisasi kinerjanya di
bawah 50% adalah Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan
Kebijakan KDH yang berada di bawah Program Kebijakan Daerah,
Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen Dan Pelayanan
Administratif, dengan realisasi capaian kinerja akumulatif sebesar
44%. Perlu diketahui, walau capaian realisasi kinerja akumulatifnya

di bawah 50%, namun angka realisasi kegiatan tersebut tidak




terlampau jauh di bawah 50%. Penyebabnya adalah realisasi capaian
kinerja pada Tahun Anggaran 2020 yang baru mencapai 2 Rakor
(Rapat Koordinasi). Target kegiatan ini secara akumulatif selam 5
(lima) .tahun adalah 50 kegiatan Rakor, yang dibagi rata setiap
tahunnya, yakni 10 (sepuluh) Rakor per tahun. Capaian realisasi
kinerja Pada 2018 dan 2019 masing-masing 10 (sepuluh) rakor,
sementara capaian realisasi kinerjanya pada Tahun Anggaran 2020
adalah 2 (dua) Rakor.

Sementara itu kegiatan yang capaian realisasi kinerja
akumulatifnya di atas 50% terdapat 7 (tujuh) kegiatan. Kegiatan
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyedian
Sarana Dan Prasarana Publik, capaian realisasi kinerja akumulatifnya
adalah 78%, dengan capaian akumulatif sampai dengan Tahun
Anggaran 2020 mencapai 1.557 nota kesepahaman yang dibahas di
Tim Koordinasi Kerja sama daerah (TKKSD). Target akhir kegiatan ini
pada Tahun Anggaran 2022 adalah 2.000 nota kesepahaman, namun
karena target kegiatan ini sulit diprediksi (tergantung dari
permohonan atau usulan pembahasan kerjasama dari perangkat
daerah), maka seringkali realisasinya lebih tinggi dari target yang
telah ditentukan. Pada Tahun Anggaran 2020 ini, Bagian
Pemerintahan mulai merencanakan penyusunan kebutuhan/potensi
kerja sama daerah, schingga dengan adanya data potensi itu,
diharapkan di waktu yang akan datang, realisasi kinerjanya dapat
lebih terprediksi. Kegiatan Koordinasi Laporan Pertanggungjawaban
juga capaian realisasi kinerja akumulatifnya sebesar 76%. Target
kinerja kegiatan ini setiap tahun rata-rata hampir serupa: yaitu
berupa dokumen yang terdiri dari LKPJ, Dokumen LPPD dan ILPPD.
Namun pada Tahun Anggaran 2019, terdapat 1 (satu) keluaran
tambahan yang terkait dengan kegiatan bimbingan teknis
penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD, sehingga Kkeluaran Tahun
Anggaran 2019 (4 dokumen) lebih besar dari targetnya (3 dokumen)




dan akibatnya, capaian kinerja akumulatifnya pun lebih tinggi dari
50%.

Kegiatan selanjutnya adalah Pelaksanaan Desk Pilkada yang
berada di bawah Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, yang realisasi capaian kinerja akumulatifnya mencapai 100%,
karena kegiatan ini memang hanya dianggarkan pada Tahun
Anggaran 2019 saja dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2020,
sebab pelaksanaan pemilihan umum memang hanya berlangsung
pada tahun itu.

Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
(BBGRM dan BSMSS) yang berada di bawah Program
Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan,
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen,
capaiannya jauh di atas 50%, yaitu 300%. Hal ini disebabkan
pencantuman target akumulatif (target akhir Renstra pada 2022) tidak
dijumlahkan secara akumulatif, sehingga target kegiatan yang setiap
tahunnya berjumlah 2 (dua) lokasi, pada akhir tahun bukan
berjumlah 10 (sepuluh) lokasi, melainkan tetap 2 (dua) lokasi. Hal ini
mengakibatkan realisasi capaian kinerja akumulatif dari Tahun
Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 adalah 6 (enam)
lokasi, sementara target akhir Renstra tetap 2 (dua) lokasi sehingga
capaian kinerja akumulatifnya sangat tinggi yaitu 300%. Kegiatan lain
yang capaian kinerjanya juga jauh di atas 50% adalah kegiatan
Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan yang berada di
bawah  Program  Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan
Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan
Manajemen/Program Pengelolaan Pertanahan, yakni 200%. Penyebab
tingginya capaian kinerja kegiatan ini hampir sama dengan
sebelumnya, yakni target akhir Renstra yang tidak dijumlahkan
secara akumulatif. Kegiatan ini bersifat rutin dilakukan setiap
tahunnya di 312 RW se-Kota Cimahi, namun target akhir jangka lima
tahunnya, tetap berjumlah 312 RW. Namun demikian, pada Tahun




Anggaran 2020 ini capaian kinerjanya O (nol) dan target tahunannya
pun berubah drastis, dari 312 RW menjadi 40 RW, karena
rasionalisasi anggaran akibat pandemi Covid-19. Kegiatan Fasilitasi
Konflik-Konflik Pertanahan dan Kegiatan Penataan Batas Wilayah
yang keduanya berada di bawah Program Pengelolaan Pertanahan,
realisasi capaian kinerjanya juga termasuk tinggi, masing-masing
150% dan 200%. Untuk kegiatan Kegiatan Fasilitasi Konflik-Konflik
Pertanahan, penyebabnya masih serupa dengan kegitan-kegiatan
sebelumnya, yakni target akhir Renstra yang tidak akumulatif
menjumlahkan target tahunan yang berjumlah 4 (empat) kegiatan
fasilitasi konflik pertanahan. Walaupun demikian, pada Tahun
Anggaran 2020, target tersebut dikurangi menjadi 2 (dua) kegiatan
fasilitasi, disebabkan adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi
Covid-19. Kegiatan Penataan Batas Wilayah pun mempunyai sebab
yang sama, yakni karena target akhir Renstra tidak dijumlahkan
secara akumulatif. Pada Tahun Anggaran 2020, beberapa sub
kegiatannya tidak dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran
akibat pandemi Covid-19, sehingga target Tahun Anggaran 2020
menjadi 1 (satu) kegiatan, yakni Sosialisasi Penegasan Batas antar RW

di Kelurahan-kelurahan.

2.1.2. Bagian Hukum

Dari 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Hukum pada
Tahun Anggaran 2019, terdapat 4 (empat) kegiatan yang tingkat
realisasinya 100%, sementara 2 (dua) kegiatan lainnya mempunya
tingkat realisasi yang bervariasi. Kegiatan yang tingkat realisasinya
tepat 100% adalah: Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (Ranham), Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan, Kajian Peraturan Perundangan-Undangan Daerah dan
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan yang semuanya berada di
bawah Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan
Manajemen Dan Pelayanan Administratif. Sementara kegiatan

Legislasi Peraturan Perundang-Undangan, tingkat realisasinya sebesar




117%, yang terdiri dari capaian Jumlah Keputusan dan Workshop
sebanyak 173.93%, Jumlah Peraturan Wali Kota sebesar 108% dan
Jumlah Raperda sebesar 69.57%. Bervariasinya tingkat realisasi
kegiatan ini disebabkan oleh jumlah penyusunan SK (Surat
Keputusan), Perda (Peraturan Daerah) dan Perwal (Peraturan Wali
Kota) yang tidak dapat diprediksi setiap tahunnya. Kegiatan Kasus
Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya pun mempunyai tingkat
realisasi rata-rata 169%, yang terdiri dari tingkat realisasi sub
kegiatan Jumlah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat sebesar 0.00%,
Jumlah Legal Memorandum sebanyak 33.33%, Jumlah Pembahasan
Permasalahan Hukum sebesar 130.00%, Jumlah Penanganan
Permasalahan Hukum sebesar 200.00% dan Jumlah Pendampingan
Saksi sebesar 483.33%. Tingkat realisasi Jumlah Bantuan Hukum
yang 0% disebabkan saat ini di Kota Cimahi belum ada
organisasi/lembaga bantuan hukum selaku pemberi bantuan hukum
bagi masyarakat miskin di Kota Cimahi yang terakreditasi oleh
Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sementara
penyebab tingkat realisasi Jumlah Pembahasan dan Penanganan
Perkara Hukum yang di atas 100% adalah 1. Jumlah Permasalahan
dan Perkara hukum yang ditangani oleh Sub Bagian Bantuan Hukum
dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi tidak
dapat di prediksi secara akurat hal ini menyebabkan perbedaan yang
signifikan antara jumlah saat perencanaan dengan realisasi. 2. Tidak
semua penanganan permasalahan hukum berbasis anggaran namun
dikarenakan  penanganan  permasalahan  hukum  dimaksud
merupakan bagian dari tugas dan fungsi Sub Bagian Bantuan Hukum
dan HAM serta diamanatkan oleh Permendagri Nomor 12 Tahun 2014
tentang Penanganan Permasalahan Hukum di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka
penanganannya tetap dilaksanakan, hal ini menyebabkan realisasi

fisik selalu lebih besar dari realisasi keuangan.




Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif sampai
dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target akhir
Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, capaian
realisasi kinerja akumulatif semua kegiatannya berada di atas 50%.
Sebagian besar penyebabnya adalah pencantuman target akhir
Renstra tidak menjumlahkan target tahunan secara akumulatif.
Sebagai contoh kegiatan Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (Ranham) yang target setiap tahunnya adalah S (lima)
dokumen dan 1 (satu) kali Rakor, pada target akhir Renstra tercantum
jumlah yang sama dengan target tahunan, sehingga bila capaian
kinerja akumulatif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020
dibandingkan dengan target akhir Renstra, hasilnya mencapai
229.17%. Begitu juga yang terjadi dengan kegiatan  Fasilitasi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (tingkat realisasi target
akhir Renstra mencapai 205.88%), kegiatan Kajian Peraturan
Perundangan-Undangan Daerah (dengan tingkat realisasi target akhir
Renstra 200.00%), kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan (dengan tingkat realisasi target akhir Renstra
500.19%), kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan
Dibawahnya (dengan tingkat realisasi target akhir Renstra 409.09%),
kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan (tingkat realisasi
target akhir Renstra mencapai 260.00%). Yang membuat angka
tingkat realisasi terhadap target akhir Rensta tersebut bervariasi di
setiap kegiatannya adalah capaian kinerja kegiatan pada tahun
berjalan (Tahun Anggaran 2020), yang belum mencapai target Tahun
Anggaran 2020 karena pelaksanaan kegiatan terkendala oleh adanya

rasionalisasi anggaran akibat pandemi Covid-19.

2.1.3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Dari 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat pada Tahun Anggaran 2019, semua kegiatan

mencapai tingkat realisasi kinerja sampai 100%. Kegiatan Fasilitasi




Kegiatan Bidang Keagamaan mencapai targetnya yaitu 30 (tiga puluh)
kegiatan, Kegiatan Pelayanan Kegiatan Bidang Keagamaan mencapai
target awalnya, yakni 20 (dua puluh) kegiatan, dan Kegiatan
Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama juga mencapai
target kinerjanya yakni 5.980 masyarakat yang terlibat dalam
kegiatan keagamaan. Begitu juga dengan sifat kegiatan yang terkait
dengan sinergitas dengan berbagai bidang: kegiatan Sinergitas
Pelaksanaan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga mencapai target
kinerjanya yaitu terselenggaranya 16 (enam belas) kegiatan yang
tersinergikan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kegiatan
Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan mencapai
target kinerja yaitu 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang tersinergikan
di Bidang Kesehatan, Kegiatan Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan
Bidang Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak mencapai target awalnya yakni 8 (delapan)
kegiatan yang tersinergikan di Bidang Pengendalian Penduduk, KB,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kegiatan
Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial Kemasyarakatan.
Jumlah kegiatan yang tersinergikan di Bidang Sosial Kemasyarakatan
juga mencapai target kinerjanya yakni 14 (empat belas) kegiatan.
Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif
sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target
akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022,
capaian realisasi kinerja akumulatif semua kegiatannya berada di atas
50%. Sebagian besar penyebabnya adalah pencantuman target akhir
Renstra tidak menjumlahkan target tahunan secara akumulatif.
Misalnya kegiatan Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan yang target
setiap tahunnya adalah 30 (tiga puluh) kegiatan, pada target akhir
Renstra tercantum jumlah yang sama dengan target tahunan yakni 30
(tiga puluh) kegiatan, sehingga bila capaian kinerja akumulatif dari
Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 dibandingkan dengan target

akhir Renstra, hasilnya mencapai 170 %. Begitu juga vang terjadi




dengan kegiatan Pelayanan Kegiatan Bidang Keagamaan (tingkat
realisasi target akhir Renstra mencapai 323.68%, kegiatan
Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Agama (tingkat realisasi
target akhir Renstra mencapai 143.11%), kegiatan Sinergitas
Pelaksanaan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga (tingkat realisasi
target akhir Renstra mencapai 185.00%), kegiatan Sinergitas
Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan (tingkat realisasi target
akhir Renstra mencapai 197.22%), Sinergitas Pelaksanaan
Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak (tingkat realisasi target akhir
Renstra mencapai 192.86%), kegiatan Sinergitas Pelaksanaan
Pembangunan Bidang Sosial Kemasyarakatan (tingkat realisasi target

akhir Renstra mencapai 206.67%).

2.1.4. Bagian Administrasi Perekonomian

Dari 4 (empat) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi
Perekonomian pada Tahun Anggaran 2019, semua kegiatan tidak ada
yang mencapai target tepat 100%. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang
tingkat realisasi capaian kinerjanya di atas 100%, yakni Kegiatan
Fasilitasi Kebijakan Pangan, sementara 3 (tiga) kegiatan lainnya
mempunyai tingkat realisasi kinerja di bawah 100%. Tingginya tingkat
realisasi kinerja Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pangan disebabkan
jumlah dokumen yang dihasilkan, yakni 3 (tiga) dokumen, melebihi
target awalnya yakni 1 (satu) dokumen. Sementara Kegiatan Fasilitasi
Koordinasi Administrasi Perekonomian rata-rata tingkat realisasinya
adalah  82,5%, dengan rincian sebagai berikut: realisasi
penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian adalah 66
(enam puluh enam) kali rapat, melebihi target awalnya yakni 60 (enam
puluh) kali rapat, realisasi penyusunan Dokumen Kebijakan
Pengendalian Inflasi Daerah dan realisasi Jumlah Monitoring BUMD
semuanya sesuai dengan target awalnya, masing-masing 1 (satu)
buah dokumen dan 1 (satu] kali monitoring BUMD, sementara

realisasi monitoring Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Program




CSR/TJSL hanya 3 (tiga) perusahaan dari target 15 (lima belas)
perusahaan. Selanjutnya kegiatan Fasilitasi Koordinasi
Pengembangan Ekonomi Kreatif, realisasinya hanya 1 (satu) dokumen
penyusunan kebijakan, dari target awal yaitu 3 (tiga) dokumen
penyusunan kebijakan. Dan terakhir, kegiatan Pengembangan
Kebijjakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal, tidak ada
capaian kinerja dari target awalnya yaitu 2 (dua) jumlah lembaga
keuangan yang melaksanakan MOU. Penyebab tidak tercapainya
target kegiatan tersebut adalah masih belum terlaksananya kerjasama
dengan Bank BRI terkait dengan akses program Kredit Usaha Rakyat
(KUR).

Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif
sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target
akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022,
capaian realisasi kinerja akumulatif kegiatan-kegiatan tersebut di atas
mempunyai hasil yang bervariasi. Kegiatan Fasilitasi Kebijakan
Pangan, realisasi capaian kinerja akumulatifnya adalah 300%, karena
dalam jangka waktu 2017-2022, kegiatan ini hanya direncanakan
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 saja, sehingga target akhir
Renstra adalah 1 (satu) dokumen, sama dengan target Tahun
Anggaran 2019. Sementara itu capaian kinerja akumulatif kegiatan
Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian rata-rata mencapai
57, 6%. Hal ini disebabkan, selain ada beberapa indikator kegiatan
yang tidak tercapai, pada tahun tertentu, pada Tahun Anggaran 2020
ini ada beberapa hambatan pelaksanaan kegiatan karena terjadinya
pandemi Covid-19. Sementara itu kegiatan Fasilitasi Koordinasi
Pengembangan Ekonomi Kreatif dan kegiatan Pengembangan
Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal walaupun
realisasi capaian kegiatan akumulatifnya masing-masing adalah 101
(seratus satu) laporan rapat penyusunan kebijakan dan 1 (satu)

laporan monitoring perusahaan yang melakukan CSR, namun karena




tidak ada angka yang dicantumkan pada target akhir Renstra, maka

tingkat realisasi kegiatan akumulatifnya tidak dapat dihitung.

2.1.5. Bagian Administrasi Pembangunan

Dari 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi
Pembangunan pada Tahun Anggaran 2019, semua kegiatannya
mencapai target kinerja 100%. Kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan dapat
mencapai target tahunannya yaitu penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan di seluruh perangkat daerah selama 12 (dua belas) bulan,
dan kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja juga dapat
mencapai targetnya.

Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif
sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target
akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahujn 2017-2022,
capaian realisasi kinerja akumulatif kegiatan-kegiatan tersebut di atas
mempunyai hasil yang bervariasi. Kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan,
walau capaian kinerja akumulatifnya sampai dengan tahun berjalan
adalah 33 (tiga puluh tiga) realisasi capaian kinerja akumulatifnya
tidak dapat dihitung karena tidak ada angka tercantum pada target
akhir Renstra. Sementara itu kegiatan Penyusunan Analisa Standar
Belanja capaian kinerja akumulatifnya adalah 16 dokumen, atau
133,33% dari target akhir Renstra. Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, sewajarnya capaian akumulatif sampai dengan tahun
berjalan ini adalah sekitar 50%, namun kegiatan Penyusunan Analisa
Standar Belanja ini capaian kinerja akumulatifnya jauh di atas 50%
karena target akhir Renstra tidak dijumlahkan secara akumulatif. Di
luar itu, terdapat pengaruh dari variasi target kinerja setiap tahunnya,
pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2020, target

kinerjanya adalah 3 (tiga) dokumen.

2.1.6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pengadaan

Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2019, semua kegiatannya




mencapai target kinerja 100%. Kegiatan Pelayanan Pengadaan
mencapai targetnya vaitu terselenggaranya kegiatan pelayanan
pengadaan selama 12 (dua belas) bulan, begitu juga kegiatan
Perencanaan Dan Pembinaan Pengadaan dan kegiatan Teknologi
Informasi Dan Pelaporan Pengadaan yang masing-masing target
kinerjanya 12 (dua belas) bulan.

Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif
sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target
akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022,
capaian realisasi kinerja akumulatif kegiatan-kegiatan tersebut
hasilnya seragam, yakni 250%. Realisasi capaian kinerja akumulatif
ini jauh lebih besar dari 50%, karena target akhir Renstra tidak
menjumlahkan target kinerja tahunan secara akumulatif. Namun di
luar itu, dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang
dijalankan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sifatnya rutin
setiap tahunnya, dan realisasinya target kinerjanya pun relatif dapat

dicapai secara tepat waktu.

2.1.7. Bagian Organisasi

Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Organisasi
pada Tahun Anggaran 2019, semua kegiatannya mencapai target
kinerja 100%. Kegiatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
mencapai target tahunannya 100% yang terdiri dari dokumen SAKIP
sebanyak 7 dokumen, dokumen Evaluasi Jabatan sebanyak 1 (satu)
dokumen sudah tercapai berupa Peraturan Wali Kota Kelas Jabatan di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Evaluasi SAKIP sesuai
Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah pada Tahun 2020 jumlah dokumen Akip 7
dokumen, dokumen Evaluasi Jabatan 1 dokumen dan dokumen
Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 1 dokumen. Sementara
Kegiatan Penataan Kelembagaan juga mencapai target kinerja

sebanyak 100%, yang terdiri dari: terfasilitasinya Forsesdasi sebanyak




1 (satu) kegiatan, tersusunnya Dokumen Kajian Kelembagaan
sebanyak 1 (satu) dokumen, dan dokumen Analisa Standar
Kompetensi Jabatan sebanyak 1 dokumen, Dokumen Analisis Beban
Kerja sebanyak 1 (satu) dokumen. Selanjutnya, kegiatan Penataan
Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pun mencapai target
kinerjanya sebanyak 100% yang terdiri dari: 1 (satu) dokumen
Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) dari 45 Perangkat Daerah
dengan nilai IKM kota 80,9, terinventarisirnya data Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar pelayanan (SP) serta
terselenggaranya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif
sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target
akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022,
capaian realisasi kinerja akumulatif kegiatan-kegiatan tersebut di atas
mempunyai hasil yang bervariasi. Kegiatan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah mempunyai tingkat capaian realisasi akumulatif
sebanyak 270% (terdiri dari capaian kinerja tahun 2018 dan 2019
masing-masing 100% dan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 70%) ,
besarnya angka capaian ini disebabkan oleh target akhir Renstra
tidak menjumlahkan target kinerja tahunan secara akumulatif.
Sementara capaian kinerja akumulatif kegiatan Penataan
Kelembagaan tidak dapat dihitung, karena perbedaan indikator. Pada
Tahun Anggaran 2018 indikator kegitan ini adalah Nilai B, sementara
pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 indikator
kegiatannya berupa persentase, sehingga menyebabkan capaian
akumulatif kinerjanya tidak dapat dijumlahkan. Terakhir, kegiatan
Penataan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik juga capaian
indikator akumulatifnya adalah 300 %, karena pada target akhir
Renstra tidak menjumlahkan target Kkinerja tahunan secara
akumulatif (100%), sementara capaian kinerja setiap tahunnya
dijumlahkan secara akumulatif (300%]).




2.1.8. Bagian Umum dan Protokol

Dari 21 (dua puluh satu) kegiatan yang dilaksanakan Bagian
Umum dan Protokol pada Tahun Anggaran 2019, terdapat 3 (tiga)
kegiatan yang capaian kinerjanya di bawah 100%, 11 (sebelas)
kegiatan tepat mencapai 100%, 5 (lima} kegiatan yang capaian
kinerjanya di atas 100% dan sisanya sebanyak 2 (dua) kegiatan tidak
dapat dihitung capaian kinerjanya. Kegiatan yang capaiannya di
bawah 100%, seperti kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan
Meubeleur Kantor, Pengadaan Seragam Pegawai dan Kegiatan
Penyediaan Media Massa, Barang Cetakan dan Penggandaan,
discbabkan oleh perubahan target kinerja akibat rasionalisasi
anggaran. Sementara itu, kegiatan yang capaiannya di atas 100%
terdiri dari Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah (165%), Kegiatan Penyediaan Tenaga Pengemudi dan
Pramubakti KDH dan Wa.KDH (110%), Kegiatan Pengadaan dan
Pemeliharaan Peralatan Kantor (250%), Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor (295.24%), dan Penyediaan Makanan Dan
Minuman (125%). Salah satu penyebab tingginya capaian kinerjanya
adalah adanya perubahan kebutuhan sehingga menyebabkan
perubahan target kinerja pada perubahan anggaran, misalnya pada
Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Kantor yang
mengalami perubahan sebanyak 10 (sepuluh) paket dan Kegiatan
Penyediaan Makanan Dan Minuman yang mengalami penambahan
target sebanyak 160 kegiatan. Adapun Kkegiatan yang tidak dapat
dihitung kegiatannya terdiri dari Kegiatan Dialog/ Audiensi Dengan
Tokoh Masyarakat dan Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Dinas, yang
disebabkan tidak tercantumnya target kegiatan Tahun Anggaran 2019
pada dokumen Renja.

Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif
sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target
akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022,

capaian realisasi kinerja akumulatif kegiatan-kegiatan tersebut




mempunyai hasil yang bervariasi, terdapat 4 (empat) kegiatan yang
capaian kinerja akumulatifnya di bawah 350%, 16 (enam belas)
kegiatan yang capaian kinerja akumulatifnya di atas 50% dan sisanya
sebanyak 1 (satu) kegiatan tidak dapat dihitung capaian Kinerja
akumulatifnya. Kegiatan yang capaian kinerja akumulatifnya di
bawah 50% antara lain: Penyediaan Seragam  Beserta
Perlengkapannya KDH Dan Wa.KDH (capaian kinerkja akumulatif
sebesar 42,5%), sedangkan Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan
Meubeleur Kantor , Pengadaan Seragam Pegawai dan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga kesemuanya mempunyai capaian kinerja
akumulatif sebanyak 0%. Untuk Kegiatan Penyediaan Seragam
Beserta Perlengkapannya KDH dan Wa.KDH, rendahnya capaian
kinerja akumulatif kegiatan ini diakibatkan rendahnya realisasi
kinerja setiap tahunnya, dibanding target kinerja, sementra 3 (tiga)
kegiatan lainnya yang capaian kinerjanya 0%, diakibatkan adanya
rasionalisasi anggaran sehingga mengakibatkan perubahan target
kinerja. Adapun kegiatan yang tidak bisa dihitung capaian kinerja
akumulatifnya (yaitu kegiatan Pemeliharaan Rumah Dan Gedung
Dinas), disebabkan tidak tercantumnya target akhir Renstra, schingga
walau kegiatan ini mempunyai keluaran (output), namun tingkat
realisasi capaian kinerjanya tidak dapat dihitung.

Sementara itu 16 (enam belas) kegiatan yang capaian kinerja
akumulatifnya di atas 50%, kesemuanya disebabkan karena target
akhir Renstra tidak menjumlahkan secara akumulatif target tahunan
dari Tahun 2017 sampai dengan 2022. Dan yang terakhir, capaian
akumulasi kinerja kegiatannya yang tidak dapat dihitung, yaitu
kegiatan Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Dinas, disebabkan karena
tidak ada target yang tercantum pada target akhir Renstra, walaupun

capaian kinerja akumulatifnya mencapai 16 (enam belas) paket.

2.1.9. Bagian Tata Usaha
Dari 8 (delapan) kegiatan yang dilaksanakan Bagian Tata

Usaha pada Tahun Anggaran 2019, terdapat 2 (dua) kegiatan yang




capaian kinerjanya di bawah 100%, 4 (empat) kegiatan yang capaian
kinerjanya tepat 100% dan sebanyak 2 (empat) kegiatan yang capaian
kinerjanya melebihi 100%. Kegiatan yang capaiannya di bawah 100%,
seperti kegiatan Fasilitasi Persuratan Pimpinan Daerah (capaian
kinerja 96%) dan kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
Pegawai (capaian kinerja 91,5%) , capaian kinerjanya berada sedikit
di bawah target kinerja, karena realisasi kinerjanya sulit dipastikan
untuk benar-benar sesuai dengan target kinerja (seperti jumlah surat
masuk dan surat keluar yang sulit diprediksi setiap tahunnya).
Kemudian capaian kinerja yang berada di atas 100%, adalah sebagai
berikut: kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan (capaian
kinerjanya 178.80%), Kegiatan Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi
Pelaksaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD (capaian kinerja 216.67%),
kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan (capain kinerja 174.97%),
kegiatan Penyusunan Renstra Dan Renja PD (capain kinerja 450%).
Sementara dari perhitungan realisasi kinerja akumulatif
sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) terhadap target
akhir Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022,
capaian realisasi kinerja akumulatif kegiatan-kegiatan tersebut di atas
mempunyai hasil yang bervariasi, terdapat 1 (satu) kegiatan yang
capaian kinerja akumulatifnya di bawah 50%, selebihnya sebanyak 7
(tujuh) kegiatan mempunyai capain kinerja akumulatif di atas 50%.
Kegiatan yang capaian kinerja dasarnya di bawah 50%, adalah
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
Undangan, yang capaian kinerja akumulatifnya 46.67%, yang
sebenarnya tidak jauh capaiannya dari capaian kinerja akumulatif
vang wajar di pertengahan Tahun 2020 ini yaitu 50%, selisih sedikit di
bawah target 50% tersebut disebabkan oleh relatif rendahnya capaian
kinerja pada Tahun 2020 ini, yaitu pemenuhan bahan bacaan dan
peraturan-perundang-undangan yang baru mencapai 4 (empat) bulan.
Sementara kegiatan yang capain kinerja akumulatifnya jauh di atas

50%, kesemuanya disebabkan karena target akhir Renstra tidak




menjumlahkan secara akumulatif target tahunan dari tahun 2017
sampai dengan 2022, sehingga capain kinerja akumulatif masing-
masing kegiatan itu jauh lebih besar dibanding target akhir Renstra.
Hal ini terjadi pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Kegiatan
Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai (capaian kinerja
akumulatif 91.50%), kegiatan Penyusunan Renstra Dan Renja PD
(capaian kinerja akumulatif 700%), kegiatan Penyusunan Laporan
Keuangan (capaian kinerja akumulatif 380.12%), Kkegiatan
Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP
dan LPPD PD (capaian kinerja akumulatif 316.67%), Kegiatan
Fasilitasi Persuratan Pimpinan Daerah (capaian kinerja akumulatif
227.27%), Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan (capaian
kinerja akumulatif 363.20), dan Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Listrik Dan Air (capaian kinerja akumulatif 250.00%).




ueqemelBunbbuepay uebuesajay
%92 £l 4 %EL) ¥ £ Ll uswmyep yejwnp | uelode ueunsniuag ISEUIpIOOY
ASHML winioy Aiand
Ip seyeqip Buek QdHN | eueieseld ueq eueles ueipaiuad
/ eweselay uellueliag weje( Yesae(] Jejuy elueseliay
%84 1661 05y - G4 0 0002  Ueweyedasoy ejoN yejunp ueymuaguiagd/ Iseyjse
HaX vexeligay
ueeuesye|dd uawaleuep
%bb [44 8 %00} 0l 0l 08 ueyeAejmay Joxey yejunp ' ueyepuabuad uejeiBay
JILVHLSININGY NYNVAY13d
NVQ NGW3rvNYIN
NYONMMNG ‘NYYNIENId
iseyjisepa ] Buey yesseq ‘ISYNIGHOOM ‘HY¥aVa
%L1'99 %20 4L %GETT = %.1'8E %E9°0 %0000} ewese[1ay asejussiag NYXVrIgIY AYHO0Nd
uejeliag
BAjSU3
(%) mﬁ Y unye) 020z unyeL 5 610z 60z unyey | (€e0zunyeL
jsbie| p/s uejeibay yeseeq %. unye; yelaeq yesseq yelzeq
Ises|eay f Ises||eay jeliejanag jeliejanes
ueedey | “°P wesboid | jevelanies yexBuig eluay JELE}BINOF eIjsudY) Gndynp) uejeibay /weiboig
JexbulL uejedes efuay) ; isesijeay efuay jebie) weiBoig uejeiBay| ((seuroang) uep yeiaeq Yeguisway
Isesieay uejeibay T uerede weiboid eliaufy 101exipuy uesnin Buepig juesnin
uejeliag unyey pys yeseeq | uep weiboid !
6402 unuje uejeibiay efiaury
IeLiEjanias ensusy Jabis| Bhil uep weiboid eliaupy isesijeay uep jabie] jafiie)

uelede?) |sesijeay UBBIDIa]

Yelae( jenrejaryasg elusy ueeuesyerad [iseq 1senfeay senyideqay "1°Z [9qel

ueyejulIawag uerseg
0z0z uerediuy unye], "p/'s yelseq }elIe)a oS eIjsuay ueredeousd uep




uejelbay
yejwnl /njwad wejep
1exeleAsew isedisiped
%004 L . %001 L l | JexBuy esejuasiad Epeyjlid 3saQ UeeuEs)ejad
ANWN NYHITIW3d
Njiwad wejeq jexeledsely NYYHVOONITIANId
%08 %08 %0 %08 %08 %00°08 %0008 isedisiued asejuasiog ISYLTISYd WYND0¥ud
ISENUSpIR
uera) fiuek yessep sejeq
%002 9 } %00} £ £ £ uesebouad asejuasiad Yekeip sejeq ueejeusd
Isejjiseyip Buek
yeuej ejayBuas uep yiuoy Ueyeuelay
%08} 9 ¥ %001 ¥ 13 b ueesajoAuad ssejussiad HIUDH-HIJUO) ISE}ISES
Iseyjiseqg
Bue, yeue) ejaybusg
ueq y1yuoy ueiesajphuag
asejuasiad fiseyynuapliq
yeiay Buey yesseq sejeg NYHYNVLY3d
%00°GLL Q_UQL._E %EV'HL %0000} %00°00L %0000} %0000} ueseBauag asejussiag NYVI1013DNId WYHD0dUd
uejelieg
(o) BSUBY . (U0 Loust 6L0Z glozunyey | (€z0zunuey
Jobue) (%) unye; yesaeq Ueseeq
sesyeay | PSUSEIBM | ueeed | oqeny | eieayeg | RO | s
ueieden uep weibold | jeuejayag 1ex6ulL “efuay JeuejanBag n..ﬁ:mm- {inding) uejebay eibold
1exBul uelede) eluay) : is 73 165y efuay 1ab.ie] wesBoig uejeibay /{sawoapng) uep Yelaeq Yejuawagd
i Isesijeay :Bu_nwv_ uejeden weiBoid eliauy Jopeyipu| uesnin Buepig juesnin
uejeliag unyej pys yeseq | uepwesboid
: 610Z unye] uejeifay eliaupy
1ELEJDISE eqsuey jeblie) obuey uep weiboid efiaupy |sesijeay uep jabie| jabie]

uejedeq Isesijeay UeBIIa




weyuey
) %00°001 L | l ISES|[BISOS Joyes uejwnp
WYH lInpad EJ0H
} %0000} I } l uerejiuad UaLINYOP ye|unp
(weyuey)
weyuey BISNUBY ISESY YBH [BUCISEN
%1622 Gl'el | %00°001 4 ¥ ¥ uesode| uawnyop Yejwnp 1SYY EUBDUSY ISel|ised
uespeBayg ueq leyia yela1
Bue A ueinjelad uednyer)
(uebuepun-Buepuniag
ueinjeied ueynjedsy| | JILYHLISININGY NYNYAV13d
ueq ueyeiuliswiad NYQ NIWIrYNYWN
ueesebbusjahuad NYINMING ‘NYYNIgW3d
SEjliqelunyy ‘sejunye;3 ‘ISYNIQYOOY ‘HvM3va
%cL 008 %6 % %9602 1 %0LL %00} %00°001 'Isuaisty3 eAujexbuiusiy NYMYrIE3X NYNO0Hd
uejeliag
(%) enysuay | unyel pjs 6102
wbiel | uejibay | (ozoz unyey (% | unyeyeseeq m—um n__“m__ﬁ (zz02
1ses|jeay uep yelaeq |ses|[eay BLTTLEETVETS JeuEjeIyag unyej yeiaeq
uejede) weiboid jELBlaINaS jexybuly efusy ma.mm 18612 JBLIEIS {nding) uejeifiay jwesbold
jeybuly uejede eluay) isesijeay : ensusy) uejeibay [(sawoajng) uep yelaeq yejupaLIad
1ses|[eay uejeibay weiboid weiBold el1aury 103eyipu] uesnin Buepig fuesnin
uejeliag unyey uep weiboiy uejeden
P/s Yelae( jeLejaiyes jebie) 610z unye| uejeibay elisuiy jobie |
eljsuay 3a6ie] uejede) uep weibold eliaupy isesjjeay uep jebie]

ISeSI[EaY UBRIDH

wnjyny uerdeg

0z07 veredduy unye], ‘p/ s YeIdE( JRIILIIINIS eIsuay ueredeousad uep

Yeloe( Jere3aios efusy ueeuesye[dd [iseH Isenfeaq isemydeqay 'Z'z ‘[PqeL




wnyny ueyejeseuusd
} %00'002 ¢ l L ueuebueuad yejwnp
wmyny ueyejeseuusd
9l %00°0¢} 9c 0c 0e ueseyequiad yejwnp
£ %EEEE [ 9 9 wnpuelowsw [efs| yejwnp efuyemeqiq
1ByeIeAsEW UeyejuLBWA UBAB|IM
%6060 08l ¥ %000 0 g 5 16eq wnxny uenjueq yejwne eped snsey ueuebueuad
[44 %/5'60 9l %4 £ epJadey yejwnp
0s %0080} ¥s 0S 08 EJ0M |IBM UBIMIRIad Uejunp
doysyiom ueBuepup-buepuniad
%61°008 898/ 008’} %E6'ELL 6092 005’} 005} uep uesnmnday yejwnp | ueinjelad uebueouey isejsifer
yesaeq uebuepun
%00°002 9 £ %0000} £ € £ ueifey yejwnp | -ueBuepurued ueinjesad uelley
yejoyas g uebuepup-Buepuniay
%89'60Z G¢ UBJBLLIED3Y € %00°001 11 Ll il wnyny ueyninfuad yejwnp | ueinjelad ises|jeIsog Iseyise4
uejeliag
(%) ensuay | unyey pjs 6102
woieL | ueboy | (ozounyer | (%) | unueyyesseq | CHE IS (zzoz
Ises|jeay uep yesaeqg Ises|jeay JeLElaneg JeLelaIYag unye] yelaeq
uetede) wesboid | jeuejanjes evjBul) efusy efuay jobue) | JEMEIRDIS (ndsno) uejeiBoy jureiboid
jeybu;| uejeden eluay) |ses||eay ) eljsuay) ueje|Bay /(sswoayng) UEp Uelaeq Urjulialag
|ses|jeay ueje|bay| welboid weiboid eliaupy Jo3eyipuj uesnin Buepig uesn.n
uejeliag unye uep weiboid uejede)
P/s yeise( jeLielaIyag Joble| 6102 unye| uejejbay efsauny jebre
eJjsuay jabie| ueledes uep weiboid eliaury 1sesieay uep jabie]

isesijeay ueeljod




ebeiyejo uep ueepnwaday
Buepiq Ip ueyiBiaulsia} | gy Yoy ueq UeepNWAdaY
%00'G81 5 51 %0000} 9 9 0 GueA vejefoy LeIwnr | - Guepig ueeuesyead seubiauig
ueewebesay
6 cm-m_mwu_ WEEP Jeqlps} m:._._m?n_q :mmmEmmcmn_
%L1 EYL 95665 0r9'9 %0000} 086 0865 1969 VA IRYRIEASOL RILIT | e pweyeiag uereyBuliag
ueewebeay ‘ueewebeey
%89'EZE €2l 8¢ %00'00} 0z 0z 8¢ epeiBoy ueuede| uejune Buepig ueyeibay ueuekelad
ueeweBesy buepiq ueewebeay
%0002} 15 43 900001 0g 0¢ 0¢ ueseifoy seyise) yejuine Buepig uejeiBay iseysed
41 LYNISININOY NYNYAY13d
NYd NIW3rYNYIW
NYONNYNGA ‘NYYNIGW3d
Isejlliseiq Bue, uzewebeay ISYNIGYOON ‘Hv¥3va
%59°202 %L8 ¥yl %PEGH %00°004 %5868 %5868 16 uejeibay| ssejussied NVHVIIE3X NV390Nd
uejeliog
(%) ensusy | unyel p/s 6L0Z unyeyL L
jebrel | ueeiBey | (0zoz unyey (%) yeonq [ SHE e a«.ﬁﬁuﬂ
1sesijeay uep yeiseq Isesifesy | FIRUERIRS I ors e s
uejedes weiboid jeueenes 1eybui) efuay w__...oz 10B1e ] m:wzmm_ gndjnp) uejeifiay jwesboid
Jexybuil ueeded efuay) 1sesijeay g WiBIBA1 uegeiBay (sawoaing) UEp Yeloeq YepuliaLud
isesijeay uejeiBay =uanmm_ weiboud eliaury Jo1ExIpu| uesnin Buepig juesnin
uefefliag unye] uep weiboid mc.oc_z
P/s yeseeq jelie}anRs 1abie 6107 unyey uejejbay JoBie]
eijsuay jabie ueieden uep weiboid efiaury Isesijeay uep jabie|

1SeS|[eoY UBRINjIa]

jedyey ueerajqefosay 1sensiurmpy ueideg
0z0zZ ueredduy unye], ‘p/'s yeiseq JLLILIINIS eI}susy ueredeousad uep

gerae( yerrejanyog efusy ueeuesye[ad [Iseq Isenfeaq semudeyay ‘gz ‘[oqel




UejeyeleAsewsy ‘UBjEYReASELSY
[eisos Buepiq 1p ueyiBiauisial |e1sog Buepig veunbuequad
%.9'902 1€ Zl %00°001 7l vl Sl BueA uejeiboy yejwnr ueeuesyERd sejbiaulg
yeue uebunpuipad uep yeuy ueBunpuipad
uendwalad ueefeplaquiad | ueq uendwsisd Ueelepiaquad
‘ay “ynpnpuad uejepusbuad ‘g “ynpnpuad ueepuabuad
Buepiq 1p ueyiBiauisia) Buepig ueunfuequay
%98'261 1z el 90000} 8 8 vl BueA uejelbay yejwne ueeuesyejRd sejifiauig
uejeyasay UEjBYasay
Buepiq 1p ueyifisuisial Bueptg ueunbuequad
%CZ LBl 7 62 %00°00L ¢ 9¢ 9¢ Buef ueje|bay yejwne ueeuesyeled sejfiauls
uejeliag
(%) enysusy | unyel p/s 6102 unyel
wbiey | ueeoy | (zozunyer | (%) yesseq | SKOZUNUEL | (202 unyey
1ses||eay uep yelseq isesijeay JELIE}ONAS E“ﬁaﬁw m“swwo
ueedey | wewBoig | jewejonps | 3exbuL suagl G GED S T Gndino) uejeiBay (weiboid
1eyBul) uejedes efuay) ISESI|EaY . weiBas uejeibay /(sawoaing) uep yelaeq yejuLiswag
|ses|jeay uejejbiay . %m weiboid efiaury Jojexipu) uesnin Buepig juesnin
ueefiag unye] uep weiboid uH" " 0
P/S Yeigeq jeliElayes 19bse| 6102 unyey uejeibay .msm.v_
eljsuay j9bie] uejeden uep weiboid eliaury Isesijeay uep jabiey 199IEL

1sesijzay UeBINa




ISFLESO
Em._ao._& UBYELESHE DN
%06'1¢ £¢ 0¢ %00°0¢ £ gl S0l Bue, ueeyesniad yejwnp
%00'00} | ! %00°001 | | L awng Buuoyuop yewnp
Uesseq Iseu| uelepusbuag
%00'0S £ [4 %00°001 b } 9 ueseligay uswnyog
uelwouoyalad Buepig UBIWOUOYR.3 ISBASIAIWLpY
%G/ 85 541 09 %0001} 99 09 0w ISeuIpJ00Yy jedey uednye) ISBUIPIOO) ISE}ISE
£ - %0000 £ } 3 ustnyop yejwnp uefiied ueyeligay Isepise4
JILVYLISININGY NYNVAY1Ad
NYQ NJNIrYNYW
UBlWOUOYaIad Ueyelqay NYONNYNG ‘NYYNIENId
Isenjea3 ueq uelepuabuag ‘ISYNIQHOOX ‘Hve3Va
5 %kt LL %9E ¥T %9.L'76 %S¢ LT %lSET %00°001 UEEUES)E[8 8SEJUBS.Iad NYXVTIEIN WYHO0ud
uejeliag
(%) ensuay | unyey pjs 6102 unyeL neR
jbiey | ueeiboy | (ozozunuer | (%) o ey ﬁ,__mhm__&
isesijeay uep yesseq 1sesijesy Jeuejaiyag JeLIEIaINag TeLER
ueiede) weuboid jeue)anas jeyBul) eluay «E.om o6ue) E_mzam.q.“m {inding) ueje|Bay jueiboid
yexBui] ueteded efuay) 1sesijeay i uejelbay (sawoajnp) uep yeieeq yejuLiauind
1sesijeay uejeibay :m_anum_ weiBold el1aury Jojeyipu) uesnin Buepig juesnin
ueeliag unye] uep weiboid efiauy
PJs Ueieeq Jeueianes jebie] 6102 unye_ uejeibay JoBie)
enjsuay jabie) uejeden uep we.ibold el1aury isesijeay uep jabie]
1SESI|EaY UBBII3]

UBIMIOWON3Idd ISeNsIuImpy uesrdeg

0z0z neredfuy unye], ‘p/'s yeided jelIelaiyss eijsusy ueredeousad uep

ygeloe( jenrv)oayos efusy ueveuwesye[od [IseH Isenfeaq iseinyideysy '$'Z ‘1°qel




BYo
NOW uexeuesyejoap buep | 1wouoy3 ueexbuuad weibold
- L Z %00°0 ] Z 0 ueBuenay efequa yejwnp | ueq uexeligey uefuequisbuag
jeasy iwouoyd uebuequiabusg
- L0l 1 %EE € I £ 0 uexeligey yejwny ISEUIpIO0Y ISey|ise
uejeflieg
(%) exnsuay | unyej pjs 6102 unye]
jbie| | ueeibay | (ozozunyer | (%) dbiseq | SHELTEE | ezt e,
|ses||eay uep yeiaeq ISEsIjeay JeUBENES JeuelIN08 Plisishieg
uejeded weibold | jeuejenjes jexbuiy efusy eluoy by |  exsuoy) (ndino) uejeiBay| jweiboid
jex6u] ueiede) elusy) |sesijeay ; Uil uejeibay [(sauwioaing) UEp yeiaeq yeupaiuad
isesijeay uejeibay ueiede?) weiboid eliauly i0jeyipu] uesnip Buepig juesnin
uejeliag unyel uep weiboid eliatipy
/s Yeoeq jelielaniss Jobie] 610z unye] ueeibay WE«. 1
enjsuay jabie| ueieden uep weiboud eliaury |sesijeay uep jabie]

|sesijeay ueeIied




uejng yejwnf /eluejaq eluejag
%EE EEL 9l £ %0000} cl Zl cl JEpUE]S uawnyop yejwnp Jepuejg esijeuy ueunsnfuad
g £e 4} %0000} ¢l cl 0 ueng yejunp uelodejad ueq Isenjesy
JILVYISININGY NVNVAY13d
Nva NIWIreNY
1senjea3 ueq Buuojuowig NVONNYNA ‘NYYNISW3d
fue) ueeueoualad ‘ISYNIGYOOX ‘Hv¥3vd
= %29'92€ %00°05L %00°004 %00 001 %00002 %00°00} UEBUESHE|9 85EjUSSIad NYMYFIE3N WvHO0ud
(%) uejeliag
unyej p/s 610Z Uunyel
u«.wnw”_mow_ ueze|Bayy (%) 1sesijeay Hrend X _“M._M”Mm._. ﬁu___“_uwh”” T
isesyeay | UEP (0zoe wybuy | PHEROSS e paineg ﬁ:ﬂgﬂm
uefedes weifiold | unyep yeiseq eluay eluay jabie) u..__m:omu (anding) uejeifiay queifoid
wexBuiL uerede) jeuejaiyes 1sesieay p wesboig uejeiBay| /(sswoayng) uep yelaeq Yyejunswag
_ 1SES|[ETY ”?mm:u uetede) weiboid eliaupy 1ojeyipu| uesnin Buepig juesnin
uejeliag unyej uejejbay @
p/S eioeq Jeueianag | uep weiboid 6402 unuey, ueleiBay o
eljsuay 19bie] uejeden jebie] uep weiboid elisuy isesijeay uep jabie) JEL
ISesi|eay ueeinjiad

ueunfueqmad IseIsiUImpy uerdeg

0zZ0z uereSsuy unyey, ‘p/'s Yeioeq JeHILIIHIS vI1jsusy usredeousd uep

qeiov( JeLB)eIoS Bfuoy ueeuesye[ad [iseH Iseneay isemyrdeysy 'Sz ‘[Pqel




ueepebuad ueiodejad
%00°05Z 0 4} %0000} zl 4} 4! ueing yejwne ueq Iseusoju) 16ojous |
ueepebuag
%00°052 0E ¢l %0000} [4} 4 [ ueng uejwnp UBBUIqUIad UeQ UEBUEIUBIA
%0006 0€ 4} %0000 4} [4} 4" UEng yejwnp ueepebusd ueuedejad
HVY3vd NYNNONVEW3d
NVYVYNYINIH3d
NYIMVANIONAd
ISENjEAT WYH90¥d /I LVYLSININGY
ueq Buuoyuowiq Buep NYNVAV13d
UeeUBJUBIB{ UEBUESHE|BH NYd NIJWIrYNYIN
asejuesiad /!|sellfisepa] NVONNYNA ‘NYYNIgW3d
Bue, eser ueq Bueieg ISYNICNOOY ‘Hv¥d3va
%00°06¢2 %062 %001 %0000} %001 %001 %001 ueepefuad asejuesiad NV 83 NVED0Md
uejeliag
(%) exjsusy | unyeL p/s
jab.e] ueeiBay (%) 6102 unyey | 610z unyey (zz0z
Isesijeay uep isesijeay | epjag efusy | epseS By | ypye) epjag
ueedeg | weiBosg | (020ZUnuEL | jeyBuy Isesi|eay jebie) ejsuay) (ndjng) uejeiBay wesBoid
JeyBuly uejede) mBuommou__._oE weiboid uejejbay /(sawoayng) uep :P._oun_ lejuLiawad
Ises|iesy E...humﬂ_.._._ A _%” uerede) weibold eliaupy Jolexipu| uesnin Buepig juesnin
uejefiag unyey diatiel eliaury
PIS Yeiaeq jenejanag 6107 unyey uejeibay jobie|
eJjsuay jabiey uejeden uep weiBoid efsaupy |sesijeay uep jabie}

[SES|[EaY UBBIDyAd

esep ue(q Sueieq ueepeSuag ueiseg
0Z0z ueiedduy unyey, "p/°'s yeise( JLLIB)aINoS vIjsusy ueredeousd uep
geiseq JelE}osyas efuoy uweeuesye[ad [ISeH Isenfead semitdeqay ‘9°g ‘1PqelL




yignd uevedesd
%000 %00°00€ %000 %00°001 %0000} %00°00} %00'001 USLWIMOp Yejwnp | UB(Q UBBUESYR|EIEISY UERIBUSY
- . %00°00L %00°00L %0000} %00°001 %00°001 uawnyop yejwnp ueeBequiajay ueejeUay
yelseq
%0'0.2 %00'0.2 %00°001 %00°001 %0000} %00°001 %00°004 uswnyop Yejwnr | yejuuawad eliaury sejjiqeumyy
(wvs)
jexeledsey uesenday |BAINg
ueyeuesyeje Bues yiiand
‘uasiag pgle) | ueuekejad Jun/ad asejuasiad(c)
yieg BueA uejeqer isenjeas
‘vasiad 0L(2) | MUwa Bue, ad asejuasiad(z)
2J0M diM
‘ussiad 00L(1) ueiodejad uauodwoy) [efIN(b) | JILVHLSININGY NYNVAY13d
15850.d Jeda] Nvad NIWIrvNVYIN
ueq ueanyn jeday ‘1sbung jeda) NVONNMNA ‘NYYNISW3d
Bue yejuuawad euesyeq eje) ‘ISYNICHOOY ‘HY¥3Va
- . %.9'99 %0000L | %00°00L %00001 ueq ueeBequwajey eAupninaia) NYMYIEIN WVHOONd
o =wﬁ.=om e 6102 6102
Bljsue, uejejbay
obiey sesieon] Uepueidoid | (ozoz | 1SEoITO | kL usiond (ELUBERD) (g
eiedeg 1eybull|  ueiedes | unyey yeleeq " |efuey sesyeoy| efuoy jobuey | UTHEL UEIEQ uzjeBo
ISesi|eay jeyeja yeg ¥ j Jeliejarieg (indjng) ueyeiBay ((sauojno) eifiosd ue, mummx BuLIA
efuay) exsuay) wiesBoi el1aury J03eyIpu| e Sl
uejelieg unyey pjs yesseq | uejeibiay uep 6102 Unye . uzpeIBoy wesboid uejeden nbuepig | n
teuejonog ensuay jafie)  [weibog jebuey uep weifoid eliaury 1sesijesy uep jebie] BUEUD JREIEL
uelede) |Ses|[esy UBRIPUS Tl ST
1sespuediQ uerdegqg

geise( jeLIejaryos efusy uveuesye[ad [ISeH Isenfeaq Isemyideyay ‘L' ‘[9qel

0z0z uereSSuy unyel ‘p/°s Yease( JLIILjaIqag erjsusy ueredeousq ueq




yelaeq
eleday| j¥ep /Uel1seq eleday
%06 1£2 FlLl 8y %0059} 8f 114 8Y 1syadsu| yejwnp isyadsu|/ eliay LeBunfuny
eAuuiE] Yelae(q yejulswag
ue(q Jesnq yejuuswad
%81 '8L¢ 09¢ 001 %0000} g9l 001 Gal uejeifiay yejwne uebua( Iseulpiooy
Isejjisenq Jlesag UeH ueq
%2} 2Ll 6.1 EL 9%00°00L el el 0l Buea uejeifisy yejwnp ugLe uejeibay 1seliseS
Jexeledsepy yoyo|
%97 8EC 981 8. %0000} 8L 8. 8l Bojeig ygjuing uefuaq isuaipny / Bojeig
jensiuwpy ueuefejad
ISeyl|Isepa ] ueq uawsaleuey ueBunyng
Bue, ypyem ueqg ypy ‘ueeuiqua ‘ISEUIPIOOY
%88 791 %ES L) %4812 %0G°401 %9298 %60'GL %0000} uejeiBay| asejuasiad | ‘yesseq uexeliqay weiboid
uelefiag
Agﬂﬁﬂé oty | (ozozunder | B e~ | 60z unueL ﬁﬁhﬂﬂ
> yeiaeq Yelseq
) ue ISes||es; e Bl
_”“_mhﬁww_ En._mmi JELEIDIRS .ﬁ._.m_n_ ._m_ 7 azﬁm._ncm e m_.aumﬂ._aﬂo_m (nding) uejeibay uejeibay) /weiboid
Tt Thpdas eluay) ! _mm.u__m o efuay j9bie] weiBosg J(sewoang) weiboid ueq yeiaeq yejuuswag
1Sesijeay] :m_mﬁ..”_hmwhn_ iendes ef1auyy| JojexIpuj uesnup) Guepig juesnun
uejefiag unye| /S yeseq eliaupy
Jeuejanas esjsusy jabie) wbiey 6102 unue, ueieiBay jebie]

uejede isesijeay ueelijiad

ueq weiBoid ef1aury isesieay ueq jabiel

[0j03j01q Ueq wnur uerdeq

0z0z ueredSuy unyey, ‘p/'s yeide(q JelIL}a2Iyds eIrjsud)y ueredeousad uep
geiseq yerrejaryos efusy ueeuesye|ad [ISeH Isenjead Isemideqay ‘8°Z ‘1998l




yeszeq _._mEEEmlu
%00°00} 14 144 %0000} 2 2 8y Iseulpiooy) jedey yejwnp 1eqefad iseulpiony edey
nyeqnuweid
ueq Ipnwiabuad HOMYAM UER HOX
ebeus) ueeipahuag yegnueld ueq ipnwabuad
%00°05) 8l Zl %0001} Zl 4! [} uejng yejune efieus ueeipakuag
HOMYM
uep Hay eAuuedeybuaysd
%05 ¢k e Zl %0000 [44 0¢ 08 webeiag 105 yejwny | epssag wefeiss ueepakuad
seuiq ypyem ueq
%00°001 Z ¢ %0000} [4 [4 [4 yewny Jun Yejwnr | ypy Seulq yewny ueeipakuag
ynsiBo ueeipafuag upyem ueq upy
%0005} 8l 4} %0000} Zl 4! 4} uejng yejunr ymsifo7 ueyeg ueeipafuad
uabapy Jen/uswepedsq
UON Yeluuawad
ebequauawapedag elefiay
leqefed
%0007 09 Sz 900°00L Sz [ord o7 uebunluny yejwnr | elisy uebuniuny ueewuauad
uejeliag
() ensuay | unyelais 6102 unyey A (z2oz unyey
e
poiey | umepey | OZCIREL | yesoeq | SHETEL | geioeg
|sesijes: ue ses||ea (lejalya BLIE)3IN3
e || umibcuy | et il S | weumanyes | VEENS | gnding) uereipoy uejelBay fueiosg
B s efuay) isesijeoy efusy jebrey | oo d {(seuroopno) weiboid UE(] Yei98(Q YejuuaLag
; ises|[eay uejeibay i uejede el1auny Jojeyipu| uesnin Buepig juesnip
. ueq weiboid
ue(efieg unyeL a/s yeleea eliaury
iy jeb1e) 610z unye| uejeibay JoBie)

uejede?) |sesijeay UeeIDHad

ueq weibold eliaury |sesijeay ueq jabie]




ﬁ %,29°99} G € %00'00} g £ £ uepng yejwnr | Jojuey Buepng ueeipadusd
9400°06Z G | %0000} 4 [4 [/ 19%ed ejwnr | iojuey siin) Jepy ueelpahuad
seuiq Bunpag
) 9l / - 6 0 0 19%Ed Yejwnp Ueq Yewny UeeleyaWwad
lemelag
%000 ? 0 0 %000 0 ¥l 9/¢ webelag 18 yejwnp | 1emebiad webeiag ueepebuad
Iojuey
ueje|elad Ueeleyj|aad
%0062 Ll ! %00°052 0} ¥ b 13%ed yejuwnr ueq ueepebusg
ojuey
najagnajy ueeley|awad
9,000 0 ! %000 - } I 18%ed yejwnp ueq ueepebuad
seuiq
UEBRIRpUSY UBEIRY|aLWad
%00°05} 8l 4} %00°004 4} Zl il uejng yejwnp ueq ueepebuad
eleyiadig Jnjeledy
fue eueleseld BUBJESEI UB(Q BURIES
: %CEE E 5 %56 %ty %00'001 Ue( eueleg ssejussied uejeyBulusd weiboug
ueeliag
)essusy | unyeLa/s 6102 unyel (zzoz unyey.
Spgum._u 1 ueje|bay (0z0z unue, (%) yeiseq 610z ns] yesseq
\sesije ueq UeRBd | cpqupay | jewesespg | Uo°0 | jeuejaiyeg
s .mr_”a weibolg | THERMRS | loyguy) “ujuoy leueaDies | T o (ndsng) ueseibay uejelBay| uesboid
_m_.. 1] e efuay) _auw.__ eoy eluay jabie ] weiBosg [{sewoajnp) weiboid ueq yeleeq yejuuswad
jexoull i :mﬁ_mmv__ ueiede?) efiaury Jojeyipu) uesnin Buepig juesnin
= ueq weiboid ;
uefeieg UNUEL QIS UEIREQ | yofp) 6102 Unyey, uejeiBay n_ﬁ_g
JeyiElINeS BJSUBY jabieL ueq weibold eliaury 1sesijeay ueq jabie) Jabuel
E_m%o 1ses||eay ueeidisd




185 Uejwnr /iseyise)iq efibue]
%000 0 3 - - 0 l Buej uejelfiay UsjwINg | Yewny uejejelad ueeipakuad
ueepuefibuad
ueq ueyels) bueleg
%006L} L [4 %00°6L £ ¥ 14 19%ed Yejwnr ‘essejy eipajy ueelpaAuad
uBLINUIN
%05'£8¢ 89¢ 821 %0062 0s) 8l 8z} uejeiBay yeqwnp ueq ueueyey ueelpaAuad
l10juey uebuelauad/us
%00'00¢ g L %00°001 4 % [ | 1@Rdyeguwnr usuodwoy| ueelpafuad
Jojuey
%8¢ 285 mm_m 8t %¥e 962 FZl (4 [44 Bueso yejwnr |  ueyisiagey eser ueeipakuag
uejeliag
(%) ensusy | unyejq/s 6102 unyel (¢zoz unyey
Bie u (0z0z unye) la 6102 unyej
_w_wm,h_mwm J.Mwux Yeloeq ﬁuwﬁoz Euuﬁwmam ysiend uuuwﬂwmum
.ﬁ_u.n_wo e iboiy jeyejaas ﬁxw_.__._, .nEom jeuelaiyas u.._pocom_ {snding) uejeibay uejeibiay weifiold
B d efuay) ‘ : efuay 261} [(sawoanp) weiboig ueq yesseq Yejuuawag
exbull mH_mu__me_ ueelbay Isestjeay .‘._._.Mm_._uﬂouhm_ el1aury 10je1pu| uesnin Buepig juesmip
ueq weiboid
uejeliag unyey a/s yesseq eliaury
jeuejaIyas esuay jabie] PRt 610z unue | uele|5a jabie)

ueiedey) isesijeay Ueeljiad

ueq weiboid el1aupy isesijeay ueq jabie)




0d Qdd1ueadim
‘uejeiBay uesyelad 1Senea]
%4991 6l 9 %£9'9L¢ £l 9 9 uawinyoq yejwnp ueq Buuojuop ueunsnfuad
%2108 2129 0591 %L6'7LL 1887 0591 0591 uawnye( yejwnp | uefuenay ueiode ueunsniuag
ad
%00°00L 4 0l %00°0G¥ 6 4 4 uawinyo yejwny | efusy ueq exsuay ueunsniuad
uefuenay ueg
eliauny ueiedes uelodejad
wa)sig uebuequiabuad
%09°'69% %82 08¢ %87 00} %5082 %SH'SLL %0000} 8 (s¥epul) dIvT 1BIN uejey Bujuad weiboid
ueleibay| leme fad efepiaquing
%0G' L6 €8l 051 %06°L6 £8l 002 00g yejwnr emebad yejunp seyisedey| uefuequiabusd
elebapy
eUlqIq |idig anyesedy sejisedey
%0816 £81 051 %0816 £81 002 %0000} Bue, Ngy asejuasiad uejey Bujuad weaboid
uejeliag
(%) BSUBY | unye} /s 610z
jbie) | uejeiBoy (0202 A e T L R
|Sesieay ueg unyey yeiseq | isesiesy | 3euejenes mzku % #Q) | unueLysionq
ueedey | weoiy | jeuejerjes |  veybuil Sitiouie I F R ) RS (ndyno)
jeyBul] uetede) eluay) Ises|jeay e MMMM._E ueje|bay [(sswoang)
1sesijeay uejeiboy e ma weiboud elioury 103exipy| uejeibiay) queiboly
uejeliag unyey ueq weiboiyd m_."ocuw UeQ YeiaeQ] Yejuawwagd
/s yelaeQ jeuelanyss j1ebie) 6L0Z unye] uejeibay jobie] uesnin Guepig juesnip
eIjsuay jabie| uelede) ueq weiboid el1aury isesijeay ueq jebie}
Ises||eay ueesyiad

Yeioe( jeuelaryas eluay ueeuesye[ad [iseq isenyeaqy isenyideyayy '6°Z '[2qel

eyes() eje], ueideqg
0z0z uereS3uy unyge], 'p/'s yeise(q JELIL}II}IS vIIsuly ueredeouad uep




diy Ue( XS
%00°05¢ 0E ¢l %00°001 cl 1 ¢l Uejng uyejwnr ISeyIUNWIOY ESE[ UEBIPAUS
uebuepupn-buepuniad Ueinjeiad
%L9°9% 8¢ ¢l %00°00L cl 4 09 uejng yejunr | ueq ueedeg ueyeg ueeipaiusg
ueseuIpay|
%02 €9 806 05¢ %0884} Iy 052 05¢ lemebad yejwnp ISE}NSuoy Ue( ISeUIpJoo)y
lenjay| jeing yelseq
%48 LT 62L2. 0002 %0096 0¢L0¢8 000Z¢ 000ge ue( ynsey jeing yejwnr | ueuidwid Uejeinsiad 1sej|ise
eieyiadiqg Guey, eueseseld injesedy eueleseld ueq
%8L LT %66°L2C %5866 %0L8LL %0596 %S8'66 %00°001 Ue( BUBJES aSBJUASIYd | eueles ueeybuiuag wesbold
uejellag
(%) ensuay | unyel /s 6102
610Z (zz0z
jable} uejeibay| (0zoz (%) unyej yeiseq | . o1 ueiee
1sesijeay ueg unyej yeiseq | Isesieay | jeuejenjes u_w__hu.p“_._ xawn_ :uu_mwh_ﬂhmmmn
uejeden wielboid jeLejanes jexbull eluay efuoy 19818 n...-m:wm: {xnding)
1exBuj) uejeden eluay) |sesieay wesboig uejeibay /(sawoding)
Isesijeay uejeibay uereden) weiBoid eliaury Jojeyipu| uejeibayj qwiesboig
uejeliag unyey ueq weibold ue.m:_x ueq yesseq yejuuawag
a/s yelseq jeuejeInas 1obie) 610z unyej uejeibay «mem. 1 uesn.n Buepig juesnin
eljsuay jabie] ueedeg ue(q weiboid eliaury 1sesijeay ueq jebie|

|Ses|jeay ueeipjiag




2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Cimahi pada Tahun
Anggaran 2019, hampir semuanya mencapai target kinerja 100%,
karena rata-rata format program dan kegiatan yang dilaksanakan pada
Tahun Anggaran 2019 bersifat rutin. Di luar program dan kegiatan yang
tingkat realisasi kinerjanya mencapai 100%, ada juga beberapa kegiatan
yang tingkat realisasi kinerjanya di bawah 100% dan di atas 100%.
Penyebabnya kebanyakan adalah indikator kinerja kegiatan yang sulit
diprediksi, misalnya kegiatan Legislasi Peraturan perundang-undangan
yang diampu Bagian Hukum, dimana jumlah Surat Keputusan (SK),
Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang
difasilitasi, sulit diprediksi jumlahnya karena tergantung pada
kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Begitu juga yang terjadi
pada kegiatan Penanganan Kasus Pemerintahan di Bawahnya,
khususnya pada sub kegiatan pembahasan dan penanganan
permasalahan hukum, yang disebabkan sulitnya memprediksi jumlah
kasus hukum yang muncul pada jangka tahun tertentu, karena tentu
munculnya kasus hukum berasal dari instansi di luar Pemerintah
Daerah Kota Cimahi. Hal itu juga terjadi pada beberapa kegiatan yang
diampu oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Umum dan Protokol, Bagian
Tata Usaha (seperti pada kegiatan Fasilitasi Persuratan Pimpinan
Daerah).

Selain dari sifat indikator kegiatan yang sulit diprediksi, ada juga
penyebab yang bersifat teknis yang mengakibatkan tingkat realisasi
capaian kinerja tidak tepat 100%. Hal ini misalnya terjadi pada Kegiatan
Pengembangan Kebijakan Ekonomi Lokal yang tingkat realisasinya 0%
disebabkan terdapat hambatan dalam penyelenggaraan kerjasama
dengan lembaga keuangan yang disepakati yaitu Bank Rakyat Indonesia
(BRI). Terakhir, juga terdapat kegiatan yang tidak dapat dihitung tingkat
realisasi kinerjanya, disebabkan target Renja Tahun 2019 tidak

tercantum.




Sementara itu tingkat capaian kinerja terhadap target Renstra
Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, banyak yang masih
melebihi capaian yang wajar (sekitar 50%), hal ini sebenarnya
disebabkan angka yang dicantumkan pada target Renstra, kebanyakan
tidak bersifat akumulatif, sehingga capaian terhadap target Renstra

sampai dengan tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020), melebihi 50%.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah adalah
sebuah satuan kerja yang bertugas membantu Wali Kota dalam
menyusun kebijakan pemerintahan, mengkoordinasikan organisasi
Sekretariat Daerah dan melaksanakan tugas daerah dalam
penyelenggaraan  pemerintahan, administrasi, organisasi dan
tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh
pemerintah daerah. Sementara itu gambaran fungsi Sekretariat Daerah
dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi, juga
selaras dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 : ‘Sekretariat Daerah dengan
Tipe B yang melaksanakan tugas membantu Wali Kota dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah serta pelayanan administratif’.

Dilihat dari gambaran program dan kegiatan Sekretariat Daerah
Kota Cimahi tahun-tahun sebelumnya, ada program dan kegiatan yang
bersifat administratif, maupun yang berhubungan dengan fasilitasi
penyusunan kebijakan tingkat kota Gambaran penyelenggaraan tugas
Sekretariat Daerah Kota Cimahi tersebut sesuai dengan fungsi
Sekretariat Daerah seperti yang tercantum dalam PP Nomor 18 Tahun
2016 dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, namun
demikian dalam penerapannya di tingkat kota diperlukan suatu

pemetaan program dan kegiatan agar sinkron dengan tugas dan fungsi




Sekretariat Daerah lainnya dan juga dapat memperlihatkan dampaknya
dalam pencapaian visi dan misi Kota Cimahi. Pemetaan ini perlu
dilakukan, karena walaupun Sekretariat Daerah tugas dan fungsinya
secara umum bukan bersifat teknis, namun secara umum, seluruh
program dan Kkegiatan dalam pemerintahan daerah harus terlihat
pengaruhnya, baik langsung maupun tak langsung, pada pencapaian
visi dan misi Kota Cimahi, seperti yang digambarkan pada diagram di

bawah ini:

Gambar 2.2.

Hubungan Kinerja antara perencanaan tingkat kota dan
tingkat Sekretariat Daerah dalam mencapai visi dan misi kota
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah
Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 juga susunan program, Kegiatan
dan sub kegiatan yang diampu oleh Sekretariat Daerah Kota Cimahi

pada Tahun Anggaran 2021.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI

Berdasarkan arahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi
Tahun 2017-2022, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi
Tahun 2021 ini adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah,
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi, Dan Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengarusutamaan Gender (seperti
tergambar pada tabel 3.1.).

Tabel 3.1. Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi
Tahun 2017-2022

Target
! Kinerja
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Tahun
2021
1; Meningkatkan Tata Meningkatkan Kualitas Nilai LPPD ST
Kelola Pemerintahan Pengelolaan Pemerintah
Daerah Daerah
Optimalnya tata kelola Opini BPK WTP
keuangan dan barang milik
daerah
Meningkatnya kualitas Survey Kepuasan 84 SKM
pelayanan publik Masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas SAKIP A
kinerja pemerintah daerah
2 Meningkatkan kualitas Menurunnya kemiskinan Angka Kemiskinan 6,6%
pembangunan ekonomi
3 Meningkatkan Meningkatnya Partisipasi Meningkatnya 80%
Partisipasi masyarakat | masyarakat dalam Partisipasi
dalam Pengarusutamaan | Pembangunan masyarakat dalam
Gender Pembangunan

Sumber: Renstra Sekretariat Daerah Kota Gimani Tahun 2017-2022




Namun demikian, ada sedikit perubahan tujuan dan sasaran dari
Renstra Sekretariat Daerah 2017-2022 di atas, menyesuaikan dengan
ditiadakannya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pengendalian Kebijakan Perberasan yang pada Tahun 2019 yang
sebelumnya dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian.
Akibatnya, hal tersebut berpengaruh pada pencapaian program serta
tujuan dan sasaran, schingga tujuan ‘Meningkatkan Kualitas
Pembangunan Ekonomi’ sudah dihapuskan dari IKU Sekretariat Daerah
mulai Tahun Anggaran 2020. Oleh karena itu, pada tujuan dan sasaran
Sekretariat Daerah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2021 pun,
tujuan ‘Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi’ beserta
sasaran, indikator sasaran dan target kinerja yang menjadi

turunannya, juga ditiadakan (tabel 3.2.).

Tabel 3.2. Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun

2021
Target
: Kinerja
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Tahun
2021
1. Meningkatkan Tata Kelola | Meningkatkan Kualitas Nilai LPPD ST
Pemerintahan Daerah Pengelolaan Pemerintah
Daerah
| Optimalnya tata kelola Opini BPK WTP
keuangan dan barang milik
daerah
Meningkatnya kualitas Survey Kepuasan 84 SKM
pelayanan publik Masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas | SAKIP A
kinerja pemerintah daerah
2. Meningkatkan Partisipasi | Meningkatnya Partisipasi | Meningkatnya 80%
masyarakat dalam masyarakat dalam Partisipasi
Pengarusutamaan Gender | Pembangunan masyarakat dalam
Pembangunan




3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

Sehubungan dengan adanya ketentuan nomenklatur baru dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur program dan
kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 mengalami
perubahan besar. Namun demikian, secara garis besar, substansi
program dan kegiatan tersebut masih sama dengan substansi program
dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020. Dan juga,
walau tidak terdapat banyak perubahan dalam sunstansi program dan
kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2021,
namun terdapat perubahan dalam hal jumlah target kinerja dan
anggaran, yang utamanya disebabkan oleh rasionalisasi anggaran
tingkat kota akibat pandemi Covid-19.

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi pada
Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil pemetaan dari Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019 terdiri dari 6 (enam) program, 16 (enam belas)
kegiatan dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan dengan indikasi pagu
anggarannya Rp.57.183.598.735,00 (lima puluh tujuh milyar seratus
delapan puluh tiga juta lima ratus sembilah puluh delapan ribu tujuh
ratus tiga puluh lima rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Cimahi.
Berikut adalah uraian rencana program dan kegiatan Sekretariat

Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 yang dipaparkan per bagian.

3.2.1. Bagian Pemerintahan
Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Pemerintahan mengampu 3

(tiga) program, 4 (empat) kegiatan, dan 7 (tujuh) sub kegiatan.

3.2.1.1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
A. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sub kegiatan ini terdiri dari fasilitasi administrasi

pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota Cimahi, Wakil Wali




Kota Cimahi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Cimahi, penyusunan deokumen pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kegiatan fasilitasi
Koordinasi Komunikasi Pembangunan Daerah (Kopdar).
Kegiatan fasilitasi Kopdar merupakan fasilitasi kebutuhan Wali
Kota Cimahi (ataupun pejabat lain yang mewakilinya) dalam
menghadiri forum Kopdar, yaitu Forum Kepala Dacrah di
Provinsi Jawa Barat yang bertujuan menjadi ajang saling
berbagi permasalahan daerah dan  alternatif solusi
pemecahannya. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun
Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: penyusunan dokumen
keputusan pemberhentian dan pengangkatan KDH dan WAKDH
sebanyak 4 (empat) dokumen, penyusunan dokumen
keputusan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD
Kota Cimahi sebanyak 2 (dua) dokumen, penyusunan
Dokumen Keputusan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota
DPRD Kota Cimahi sebanyak 2 (dua) dokumen , penyusunan
dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 1 (satu)
dokumen, dan fasilitasi Koordinasi Komunikasi Pembangunan

Daerah (Kopdar) Tingkat Provinsi sejumlah 4 (empat) dokumen.

B. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan

Sub kegiatan ini merupakan wujud dari kewajiban bagi
kepala daerah untuk melaporkan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam bentuk Laporan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan LPPD, sebagaimana
yang diamanatkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Ringkasan Laporan Penyclenggaraan DPemcrintahan Dacrah

kepada masyarakat. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini

.::.:.



adalah sebagai upaya untuk mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah pada tahun sebelumnya dalam rangka
menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab
serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan
efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik. Adapun target kinerja sub kegiatan ini adalah sebagai
berikut: penyusunan dokumen LKPJ Kota Cimahi Akhir Tahun
Anggaran 2020, Dokumen LPPD Kota Cimahi Akhir Tahun
Anggaran 2020 dan Dokumen RLPPD Kota Cimahi Akhir Tahun

Anggaran 2020 masing-masing sebanyak 1 (satu) dokumen.

C. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Sub kegiatan ini terdiri atas dua substansi sub kegiatan,
yaitu Rapat Koordinasi Kewilayahan, Sub Kegiatan Evaluasi
Perkembangan Kelurahan dan Sub Kegiatan Evaluasi Sinergitas
Kecamatan, yang semuanya bertujuan untuk mengevaluasi
perkembangan dan tahap kemajuan wilayah kelurahan/
kecamatan. Dan untuk memberi apresiasi bagi kecamatan yang
mempunyai kinerja baik dalam melakukan pelayanan publik,
dengan adanya penghargaan tersebut diharapkan dapat
menjadi pendorong bagi kecamatan untuk mempunyai kinerja
yang lebih baik lagi. Sub kegiatan rapat koordinasi kewilayahan
dilaksanakan untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan program-program pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat di kecamatan dan
kelurahan yang ada di Kota Cimahi, dan membahas
permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah, serta
untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi camat
dan lurah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di
Kota Cimahi. Target kinerja sub kegiatan ini adalah sebagai
berikut: fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan sebanyak 4
(empat) dokumen, fasilitasi koordinasi kewilayahan scbanyak

12 (dua belas) dokumen.

.



2. KRegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
A. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Sub Kegiatan ini merupakan fasilitasi pertemuan Asosiasi
Pemerintah Daerah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang
merupakan pertemuan tahunan sebagai ajang bertukar
informasi dan pengalaman pemerintah daerah dalam mengatasi
masalah-masalah perkotaan yang dihadapi. Koordinasi tersebut
dirasa perly, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan
yang kompleks di era globalisasi ini. Ruang lingkup kegiatan
ini pada Tahun Anggaran 2021 ini meliputi penyusunan
dokumen laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kerja

sama sebanyak 3 (tiga) dokumen.

B. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Sasaran sub kegiatan ini adalah memfasilitasi perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam
hal kerja sama antara Pemerintah Kota Cimahi dengan
pemerintah daerah lainnya juga dengan pihak ketiga. Kegiatan
kerja sama antar daerah dengan pemerintah ini melibatkan Tim
Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah (TKKSD) dan pembahasan
tersebut dilakukan berdasarkan pengajuan Perangkat Daerah
yang akan melaksanakan kegiatan kerja sama. Target kinerja
sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 ini adalah
penyusunan dokumen Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
yang dibahas di forum TKKSD sebanyak 330 (tiga ratus tiga
puluh) dokumen, penyusunan Dokumen Perjanjian Kerja Sama
yang dibahas di forum TKKSD sebanyak 76 dokumen, dan
penyusunan Dokumen Nota Kesepahaman yang dibahas di
forum TKKSD sebanyak 46 dokumen.




3.2.1.2.

3.2.1.3.

Program Pengelolaan Perbatasan

1. Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
Kabupaten/Kota

A. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan
Perbatasan

Kegiatan ini berupaya untuk melakukan penataan batas-
batas antara Rukun Warga (RW) yang dikerjakan dengan
metode delienasi garis batas secara kartometrik. Hal ini dilatari
kondisi di mana banyak jumlah segmen batas wilayah yang
belum ditetapkan secara pasti di lapangan oleh instasi yang
berwenang. Dalam konteks Kota Cimahi yang luasnya relatif
terbatas, melalui kegiatan ini diharapkan tertib administrasi
kewilayahan dapat tertata dengan baik. Ruang lingkup kegiatan
penataan batas wilayah pada Tahun Anggaran 2021 adalah
penyusunan Dokumen Batas Antar Daerah, Dokumen Batas
Antar Kecamatan/ Kelurahan, Dokumen Batas Antar RW/RT,
jumlah Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi masing-masing

sebanyak 1 (satu) buah dokumen

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam
Daerah Kabupaten/Kota

A. Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah
Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilatari kondisi saat ini di mana terjadi
peningkatan potensi konflik dan sengketa lahan antar berbagai
pemangku kepentingan (lembaga pemerintahan maupun
swasta, pengembang maupun  orang  perseorangan).
Peningkatan konflik tersebut disebabkan ketidakseimbangan
antara kebutuhan dengan ketersediaan lahan berimplikasi pada
nilai tanah yang semakin tinggi secara ekonomi. Dampak dari
konflik tersebut dapat merambat kepada terhambatnya
kegiatan lain di tataran Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang
membutuhkan lahan untuk membangun sarana dan prasarana

bagi kepentingan umum. Karena strategisnya isu pertanahan




ini, maka diperlukan kegiatan untuk memfasilitasi konflik atau
sengketa tersebut. Ruang Lingkup kegiatan ini pada Tahun
Anggaran 2021 terdiri dari 4 (empat) kegiatan fasilitasi

penyelesaian permasalahan pertanahan.

3.2.2. Bagian Hukum
Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Hukum mengampu 1 (satu)
program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan.

3.2.2.1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
A. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Substansi sub kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu
fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM),
koordinasi sosialisasi RANHAM dan penanganan pembahasan
permasalahan hukum. Substansi terkait RANHAM terdiri dari
penyusunan dokumen laporan RANHAM dan penyusunan
dokumen penilaian Kota Peduli RANHAM. Substansi terkait
RANHAM ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015
tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah
memberikan penugasan yang lebih jelas kepada Kementerian/
Lembaga, Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung-
jawab pelaksanaan RANHAM. Substansi terkait RANHAM ini
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman HAM aparatur
negara dan masyarakat, melaksanakan instrumen HAM dalam
kebijakan pemerintah, meningkatkan partisipasi Indonesia
dalam forum kerja sama penghormatan, perlindungan,
pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM, meningkatkan
penanganan pelanggaran HAM serta meningkatkan aksesibilitas
penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk
berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan

budaya.




Sementara itu, substansi terkait penanganan permasalahan
hukum terdiri dari bantuan hukum bagi masyarakat miskin,
pembahasan permasalahan hukum dan pendampingan saksi.
Substansi bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan
upaya bantuan bagi masyarakat Kota Cimahi (melalui organisasi/
lembaga bantuan hukum yang terakreditasi) yang mengalami
permasalahan hukum dan tidak mampu mengakses bantuan
hukum. Sementara itu substansi pembahasan permasalahan
hukum merupakan upaya pemberian bantuan hukum bagi
aparatur Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang terkena dampak
hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Tujuan dari kegiatan ini
antara lain teratasinya permasalahan hukum yang muncul dari
pelaksanaan tugas dan fungsi dari aparatur maupun institusi di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, teratasinya
implikasi yuridis yang mungkin muncul dari pengambilan
kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur
serta institusi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021
adalah sebagai berikut: Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Melalui Pemberian Bantuan Hukum sebanyak 4 (empat) kasus,
penyusunan Dokumen Laporan Ranham sebanyak 4 (empat)
dokumen, penyusunan Dokumen Penilaian Kota Peduli HAM
sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan Legal Memorandum
sebanyak 3 (tiga) memorandum, Pembahasan Permasalahan
Hukum; sebanyak 15 (lima belas) kasus, Penanganan Perkara
Perdata dan atau Tata Usaha Negara oleh lembaga peradilan,
sebanyak 1 (satu) kasus, penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Sosialisasi RANHAM sebanyak 1 (satu) kegiatan, pendampingan
Saksi yang Terkait Permasalahan Hukum Litigasi maupun non-

Litigasi sebanyak 5 (lima) kasus.




B. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Sub kegiatan ini dilatari perkembangan peraturan
perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan
produk hukum daerah, yang sedang berkembang dengan pesat.
Perkembangan perundang-undangan tersebut mengakibatkan
disharmoni produk hukum daerah dengan peraturan perundang-
undangan diatasnya. Ketidakselarasan peraturan perundang-
undangan di daerah dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan
penafsiran dalam pelaksanaannya, yaitu timbulnya
ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak
terlaksana secara efektif dan efisien, disfungsi hukum, artinya
hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku
kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa
dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Selain itu, tujuan lain dari sub kegiatan ini adalah tertatanya
dan terbentuknya produk hukum daerah berupa program legislasi
daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Keputusan
Wali Kota, Keputusan Sekretaris Daerah, serta tersedianya
aparatur Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang berkualitas di
bidang penyusunan produk hukum daerah melalui workshop.
Secara keseluruhan, target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun
Anggaran 2021, adalah sebagai berikut: Kajian Peraturan
Perundang-Undangan sebanyak 1 (satu) kajian, Fasilitasi
Penyusunan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Kepala
Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebanyak 750
surat keputusan, Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Berupa Peraturan Kepala Daerah sebanyak 30 peraturan wali
kota, fasilitasi Produk Hukum Daerah berupa Rancangan
Peraturan Daerah sebanyak 8 Raperda.




C. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum Dan
Pengelolaan Informasi Hukum

Secara garis besar, tujuan sub kegiatan ini berupa
pendokumentasian produk hukum dan sosialisasi produk hukum.
Sub kegiatan pendokumentasian produk hukum, khususnya
dalam format website, dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Nasional dimaksudkan untuk menjamin
kepastian hukum serta menjamin terciptanya pengelolaan serta
pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap,
akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah dalam
rangka meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional
dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud
ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan
bertanggung jawab. Sementara sub kegiatan sosialisasi produk
hukum berdasar pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3
Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang
menyatakan bahwa merupakan kewajiban Pemerintah Daerah
untuk menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah
diundangkan.

Sementara ruang lingkup Sub Kegiatan Sosialisasi Produk
Hukum terdiri dari Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan
Sosialisasi Hukum, Rapat Persiapan, Penyusunan uraian tugas,
Penetapan anggota Tim, Penetapan anggota tim dalam Keputusan
Wali Kota, Pelaksanaan Kegiatan, Menyusun bahan evaluasi.
Sementara itu, peserta kegiatan sosialisasi terdiri dari berbagai
unsur di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Kegiatan
sosialisasi peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat
diperlukan agar pemahaman masyarakat mengenai keberadaan
peraturan perundang-undangan di Kota Cimahi dapat tercapai.
Pranata pendukung pembangunan, seperti adanya peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan




Kota Cimahi diharapkan dapat diimplementasikan dalam
membangun kehidupan bermasyarakat di Kota Cimahi serta
dalam pelayanan publik terhadap seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, target kinerja sub kegiatan ini pada
Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: Cetak Bahan
Publikasi Perundang-undangan Sebanyak 1 (satu) paket,
pencetakan Buku Perda sebanyak 1 (satu) paket, Fasilitasi
Kegiatan Sosialisasi Hukum untuk Masyarakat dan Sekolah

sebanyak 1 (satu) kegiatan.

3.2.3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat mengampu 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub

kegiatan.

3.2.3.1.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
1. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat
A. Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan Dan
Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Substansi sub kegiatan Ewvaluasi, Pelaksanaan Kebijakan
Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat ini
adalah memfasilitasi kegiatan olahraga yang dilakukan para
pemuda di Kota Cimahi (khususnya para santri), baik dalam
bentuk peningkatan kemampuan maupun dukungan fasilitasi
dan koordinasi. Adapun target kinerja sub kegiatan ini pada
Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: fasilitasi kegiatan
bidang kepemudaan dan olahraga sebanyak 5 (lima) kegiatan,
fasilitasi pengiriman peserta bidang kepemudaan dan olahraga
sebanyak 2 (dua) kegiatan, penyelenggaraan rapat koordinasi

bidang kepemudaan dan olahraga sebanyak 1 (satu) kegiatan.




B. Sub Kegiatan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan Dan Capaian
Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Substansi sub kegiatan ini adalah fasilitasi koordinasi di
bidang  Pengendalian  Penduduk  Keluarga  Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A),
bidang kesehatan dan bidang sosial kemasyarakatan. Sub
kegiatan terkait bidang pengendalian penduduk, KB,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan
dengan tujuan mensinergikan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana (KB), pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak di Kota Cimahi. Sementara tujuan sub kegiatan terkait
bidang kesehatan ini mempunyai tujuan mensinergikan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan bidang
kesehatan dan memfasilitasi TP UKS Kota Cimahi dalam
pembinaan dan pengembangan program UKS di setiap jenjang
pendidikan dalam rangka keikutsertaan dalam Lomba Sekolah
Sehat (LSS) baik di tingkat Kota, tingkat wilayah (BKPP), tingkat
provinsi maupun tingkat nasional. Dan substansi sub kegiatan
bidang sosial kemasyarakatan bertujuan terkoordinasinya
program bidang sosial kemasyarakatan di Kota Cimabhi,
terfasilitasinya rapat-rapat dan kegiatan di bidang sosial
kemasyarakatan dan meningkatkan wawasan di bidang sosial
bagi masyarakat serta terfasilitasinya peningkatan wawasan agar
mampu dan mengetahui, serta paham terhadap aturan-aturan
organisasi serta berwawasan luas di bidang sosial. Target kinerja
sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah
penyelenggaraan rapat koordinasi bidang P2KBP3A sebanyak 1
(satu) kegiatan, penyelenggaraan rapat bidang P2KBP3A
sebanyak 6 kegiatan, penyelenggaraan rapat bidang kesehatan
sebanyak 5 (lima) kegiatan), penyelenggaraan rapat koordinasi

bidang sosial 1 (satu) kegiatan fasilitasi kegiatan bidang sosial




sebanyak 4 (empat) kegiatan, fasilitasi pengiriman peserta bidang
sosial 1 (satu) kegiatan, penyelenggaraan rapat koordinasi

bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) kegiatan.

C. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya
berbagai kegiatan keagamaan di Kota Cimahi, meningkatkan
pengetahuan  masyarakat dalam  kegiatan  keagamaan,
meningkatkan nilai-nilai keagamaan di Kota Cimabhi,
meningkatkan jalinan ukhuwah dan kebersamaan antara
sesama aparat pemerintah serta antara aparat pemerintah
dengan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia, khususnya aspek spiritual. Melalui sub kegiatan ini
diharapkan terwujud kesalehan sosial yang mendorong peran
serta masyarakat dalam pembangunan serta dapat menjadi
gerakan moral untuk mewujudkan perilaku saleh secara kolektif,
sehingga berdampak bukan saja pada individu tetapi juga
masyarakat, schingga pada akhirnya berdampak pada
pencapaian visi Kota Cimahi yakni Cimahi Baru yang Maju,
Agamis dan Berbudaya. Ruang lingkup sub kegiatan ini pada
Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: fasilitasi acara
istighosah sebanyak 2 (dua) kegiatan, pelaksanaan Kegiatan Idul
Fitri sebanyak 1 (satu) kegiatan, fasilitasi Kegiatan Forum Ulama
Umaro yang sebanyak 4 (empat) kegiatan, fasilitasi Kegiatan Doa
Bersama Anak Yatim dan Dhuafa sebanyak 1 (satu) kegiatan,
penyelenggaraan  kegiatan  peningkatan wawasan bidang
keagamaan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan Tilawatil Quran sebanyak 6 (enam) kegiatan,
pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi sebanyak 1 (satu)
kegiatan, pelaksanaan kegiatan peringatan Isra Miraj sebanyak 1
(satu) kegiatan, pelaksanaan kegiatan peringatan Nuzulul Quran
sebanyak 1 (satu) kegiatan, pelaksanaan kegiatan peringatan

Tahun Baru Islam sebanyak 1 (satu) kegiatan, pelaksanaan




kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri sebanyak 1 (satu) kegiatan,
fasilitasi Kegiatan STQ tingkat Provinsi Jawa Barat sebanyak 1
(satu) kegiatan, pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Kota Cimahi
yang sebanyak 1 (satu) kegiatan, fasilitasi kegiatan pengiriman
peserta keagamaan sebanyak 5 (lima) kegiatan, fasilitasi kegiatan
bidang agama dan pendidikan sebanyak 15 (lima belas) kegiatan,
fasilitasi biaya operasional dan transportasi jamaah haji yang
dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan, fasilitasi kegiatan
perjalanan Ibadah Haji (TPHD) sebanyak 1 (satu} kegiatan,
pelaksanaan kegiatan Idul Adha yang dilaksanakan sebanyak 1
(satu) kegiatan.

3.2.4. Bagian Administrasi Perekonomian

Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Administrasi Perekonomian
mengampu 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub
kegiatan.

3.2.4.1.Program Perekonomian Dan Pembangunan
1. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

A. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap kebijakan terkait Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Target
kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah
penyusunan dokumen hasil evaluasi kebijakan pengelolaan
BLUD sebanyak 1 (satu) dokumen dan penyusunan dokumen
hasil evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD sebanyak 1 (satu)

dokumen.,

B. Sub Kegiatan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian
Sub kegiatan ini dituyjukan untuk melaksanakan fungsi

koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang ekonomi,

karena terdapat masalah masih lemahnya koordinasi lintas

sektor terkait, sehingga pelaksanaan kebijakan ckonomi masih




bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan baik. Fungsi
koordinasi ini sangat penting dalam mewujudkan sinergitas
dalam penyediaan data dan informasi sebagai bahan
penyusunan kebijakan dibidang administrasi perekonomian,
sehingga pada akhirnya diharapkan terjadi pertumbuhan
ekonomi dengan baik di Kota Cimahi. Substansi sub kegiatan ini
antara lain terkait dengan upaya pengendalian inflasi daerah,
upaya koordinasi ketahanan pangan daerah, dan wupaya
penyusunan data base perusahaan yang melakukan Corporate
Social Responsibility (CSR). Target kinerja sub kegiatan ini pada
Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: penyusunan
dokumen kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian
sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan laporan hasil fasilitasi
kegiatan dewan ketahanan pangan sebanyak 1 (satu) laporan,
penyusunan dokumen Kkebijakan Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID) sebanyak 1 (satu} dokumen, penyelenggaraan
kerja sama dengan Lembaga Keuangan sebanyak 1 (satu)
lembaga, Perusahaan yang melaksanakan program CSR/TJSL
sebanyak 1 (satu) perusahaan.
C. Sub Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi

Mikro Kecil

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing
ekonomi bagi masyarakat pelaku usaha di Kota Cimahi. Kegiatan
ini melingkupi penanganan isu-isu sebagai berikut: bantuan
modal bagi koperasi dan UKM, kemudahan perizinan bagi
koperasi dan UKM, pelatihan kewirausahaan, penyusunan perda
anti rentenir, temu usaha bagi pelaku usaha di Kota Cimahi,
fasilitasi akses permodalan ke perbankan dan koordinasi
rumusan bahan kebijakan ekonomi lokal di Kota Cimahi melalui
rapat koordinasi dalam rangka mensinergikan pelaksanaan
program/kegiatan pada perangkat daerah/lembaga/instansi

terkait lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan




kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal sesuai
dengan tugas dan fungsi serta peranan masing-masing, rapat
evaluasi dalam upaya meningkatkan sinergitas diantara para
stakeholders serta untuk mengetahui tentang sejauhmana
capaian kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan
kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal termasuk
didalamnya kendala/hambatan di lapangan untuk dapat
dicarikan solusinya, sehingga pelaksanaan program di Kota
Cimahi ke depannya dapat berjalan lebih baik. Target kinerja sub
kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah penyusunan
Dokumen Kebijakan UMKM sebanyak 1 (satu) dokumen.

3.2.5. Bagian Administrasi Pembangunan
Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Administrasi Pembangunan
mengampu 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 2 (dua) sub

kegiatan.

3.2.5.1. Program Perekonomian Dan Pembangunan
1. Kegiatan Administrasi Pembangunan

A. Sub  Kegiatan  Fasilitasi Penyusunan  Program
Pembangunan

Dalam melaksanakan APBD secara tertib dan teratur,
terdapat beberapa kendala, di antaranya: kesulitan dalam
pengumpulan data program, kegiatan dan pekerjaan untuk
penyusunan analisa standar harga satuan. Kegiatan ini
ditujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut berupa
penyusunan dokumen Analisa Standar Belanja (ASB) dan
Standar Biaya Belanja Daerah (SBBD) yang dijadikan acuan
bagi penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang
bersumber dari APBD Kota Cimahi. Target kinerja sub kegiatan
ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah penyusunan dokumen
Standar Harga Satuan (SHS), Analisa Standar Belanja dan
Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).




B. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan

Maksud dan tujuan kegiatan evaluasi dan pelaporan adalah
untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan pada seluruh Sekretariat Daerah agar dapat
berjalan secara berkesinambungan, terkendali dengan
menggunakan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran. Ruang
lingkup pelaksanaan kegiatan ini mencakup: pengendalian
pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah, evaluasi kegiatan dan
monitoring pelaksanaan kegiatan melalui pemanfaatan aplikasi
e-reporting. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun
Anggaran 2021 adalah terselenggaranya pelaporan Pencapaian
Fisik dan Keuangan oleh 28 (dua puluh delapan) Perangkat
Daerah, dan terselenggaranya Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
oleh 28 (dua puluh delapan) Perangkat Daerah.

3.2.6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
mengampu 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub
kegiatan.

3.2.6.1. Program Perekonomian Dan Pembangunan
1. Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa

A. Sub Kegiatan Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan
Barang Dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas atau hasil
yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain
(penyedia) dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa.
Yang menjadi isu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
adalah adanya angka kegagalan pengadaan barang dan jasa.
Maksud dan tujuan diadakannnya sub kegiatan ini adalah untuk
meminimalisir kesalahan vang mengakibatkan kegagalan proses
pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Cimahi dengan

melaksanakan beberapa sub kegiatan dalam kegiatan pelayanan




pengadaan barang dan jasa. Selain itu tujuan utamanya tentu
untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan Instansi
Pemerintah dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan
harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam waktu dan
tempat tertentu dan tentunya untuk meningkatkan kapabilitas
sumber daya manusia di lingkup Bagian Pengadaan Barang Dan
Jasa Kota Cimahi. Ruang lingkup sub kegiatan ini pada Tahun
Anggaran 2021 adalah terselenggaranya Kegiatan Rapat
Koordinasi/ Sosialisasi PBJ, Bimbingan Teknis dan Ujian

Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 1 (satu) kegiatan.

B. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan barang
dan jasa, selain proses pengadaan barang dan jasa yang diatur
oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta
perubahannya diperlukan akselerasi perubahan teknologi
informasi dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan
jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan
jasa yang dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan
teknologi informasi melalui penerapan e-government dalam
pelayanan publik. Untuk tujuan tersebutlah, sub kegiatan
pengadaan layanan pengadaan secara elektronik ini diadakan.
Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021
adalah terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak
100%.

C. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa

Sub kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari kegiatan pengadaan barang dan jasa di atas. Dalam
pelaksanakannya, selain proses pengadaan barang dan jasa yang
diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diperlukan
juga perencanaan dan pembinaan di bidang pengadaan barang

dan jasa, baik secara internal maupun eksternal. Metode




pelaksanaan terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap persiapan,
pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. Tahap persiapan
dilaksanakan melalui rapat-rapat pra pelaksanaan. Tahap
pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan tahapan target pada
saat persiapan dan tahap evaluasi dan monitoring dilaksanakan
pasca pelaksanaan. Ruang lingkup sub kegiatan ini pada Tahun
Anggaran 2021 adalah terfasilitasinya Pengadaan Barang dan
Jasa sebanyak 100%.

3.2.7. Bagian Organisasi
Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Organisasi mengampu 1
(satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan.

3.2.7.1. Program Administrasi Umum
1. Kegiatan Penataan Organisasi

A. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata
Laksana

Reformasi birokrasi terus dikembangkan dan digalakan
selama beberapa periode. Namun tidak dapat ditampik bahwa
reformasi birokrasi yang dilaksanakan hingga saat ini pun masih
menyisakan berbagai permasalahan. Kondisi ini yang kemudian
memunculkan persepsi bahwa aparatur negara yang memiliki
profesionalitas dan komitmen terhadap publik masih rendah. Hal
ini kemudian menyebabkan pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat belum optimal, serta waktu yang ada tidak
digunakan secara produktif. Selain itu akuntabilitas,
responsibilitas dan empati aparatur pemerintah terhadap
kepentingan masyarakat masih rendah. Kondisi demikian yang
mempengaruhi masih rendahnya kemampuan melaksanakan
standar kinerja birokrasi seperti yang diharapkan.

Tujuan sub kegiatan ini antara lain meningkatkan performa
kinerja Sekretariat Daerah yang memiliki peta proses bisnis dan
penerapan sistem, proses dan prosedur kerja vang jelas, efektif,

efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan




berbasis e-government, meningkatkan sistem monitoring dan
evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik, meningkatkan
kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat, dan meningkatkan profesionalisme aparatur yang
memiliki budaya kerja, kreatif dan inovatif. Sementara itu ruang
lingkup sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah
sebagai berikut: penyusunan Dokumen SOP perangkat daerah
sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan dokumen inventarisasi
SOP perangkat daerah sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan
dokumen inventarisasi standar pelayanan perangkat daerah
sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan dokumen laporan
reviu Standar Pelayanan sebanyak 1 (satu) dokumen,
penyusunan dokumen inventarisasi Peta Proses Bisnis perangkat
daerah sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan dokumen Tata
Naskah Dinas sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan
dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) perangkat daerah

sebanyak 1 (satu) dokumen.

B.Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
Maksud dan tujuan dari sub kegiatan pengelolaan
kelembagaan dan analisis jabatan adalah:

e Menyusun suatu kajian evaluasi kelembagaan terhadap
perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi
dalam rangka menemukan format perangkat daerah yang
tepat fungsi dan tepat ukuran. Ruang lingkup sub kegiatan
ini terdiri dari sosialisasi, inventarisasi permasalahan dan
data, pembahasan analisis dan data serta penyusunan
naskah akademis/draft Peraturan Daerah;

e Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Analisis
jabatan merupakan pengkajian berbagai data tentang jabatan
struktural dan fungsional sehingga dihasilkan informasi
mengenai jenis jabatan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah

Kota Cimahi. Tahapan penyusunannya terdiri dari

N 66



pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan
penetapan hasil jabatan. Sementara itu, penyusunan analisis
beban kerja bertujuan untuk menentukan besaran pekerjaan
yang harus dipikul oleh unit organisasi (standar norma
waktu, jumlah kebutuhan pegawai dan pejabat, efisiensi dan
efektifitas jabatan serta efisiensi dan efektifitas unit).

Tahapan dalam penyusunannya terdiri dari: Bimbingan

teknis analisis beban kerja, pengumpulan data jabatan,

pembahasan draft hasil analisis dan sosialisasi hasil analisis.
« Memfasilitasi Sekretaris Daerah dalam mengikuti kegiatan

Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Foresdasi).

Foresdasi didirikan pada tahun 2011 dan dikukuhkan oleh

Menteri Dalam Negeri. Tujuan dibentuknya Foresdasi ini

adalah sebagai sarana melaksanakan Koordinasi, Integrasi,

Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) antar para Sekretaris

Daerah dalam rangka membantu kepala daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara itu ruang lingkup sub kegiatan ini pada Tahun
Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: penyusunan Kkajian
kelembagaan sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan draft
peraturan kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Cimahi
sebanyak 1 (satu) dokumen), penyelenggaraan fasilitasi
Forsesdasi sebanyak 1 (satu) kegiatan, penyusunan draft Perwal
Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan Kelas
Jabatan sebanyak 1 (satu) dokumen.

C. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi

Ruang lingkup dari sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi meliputi 8 area perubahan, quick wins dan
program-programnya yang terdiri dari manajemen perubahan,
penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja,
penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan

sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Ncgara (ASN), penguatan




peraturan perundang-undangan, peningkatan kualitas
pelayanan publik yang merupakan dasar dalam penilaian
mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka penataan
jabatan dan reformasi bidang sumber daya aparatur, perlu
ditentukan peringkat jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan
pegawai negeri sipil berdasarkan nilai jabatan melalui evaluasi
jabatan. Evaluasi jabatan dilakukan untuk menentukan nilai
jabatan yang selanjutnya digunakan dalam pemeringkatan
jabatan. Hasil evaluasi jabatan berupa nilai dan peringkat
jabatan ini dapat digunakan antara lain dalam penghitungan
tunjangan, penempatan, dan penataan jabatan. Tujuan fasilitasi
evaluasi jabatan pegawai negeri sipil ini adalah sebagai pedoman
bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mengevaluasi
jabatan jika terjadi perubahan dalam revisi analisis jabatan agar
memiliki pola dan standar yang sama dalam penyusunan nilai
dan kelas jabatan. Ruang lingkup sub kegiatan penyusunan
evaluasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ini meliputi seluruh
jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Adapun kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) diantaranya meliputi kinerja.
Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target KkKinerja yang diperjanjikan juga mencakup




outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting
yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja.

Adapun target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun
Anggaran 2021 adalah sebagai berikut: penyusunan dokumen
Perjanjian Kinerja kota sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan
Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Perubahan
sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan dokumen Monitoring
dan Evaluasi Reformasi Birokrasi sebanyak 1 (satu) dokumen,
penyusunan dokumen Rencana Aksi Perangkat Daerah
sebanyak 1 (satu) dokumen), penyusunan dokumen Laporan
Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) kota sebanyak 1 (satu)
dokumen, penyusunan dokumen Monitoring dan Evaluasi

Rencana Aksi Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) dokumen.

3.2.8. Bagian Umum dan Protokol

Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Umum dan Protokol
mengampu 1 (satu) program, 6 (tujuh) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub
kegiatan.

3.2.8.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

A. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya komponen
instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung perkantoran

Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Target kinerja sub kegiatan ini




pada Tahun Anggaran 2021 adalah tersedianya komponen listrik

dan penerangan bangunan kantor selama 12 (dua belas) bulan.

B. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk peningkatan
sarana dan prasarana aparatur dalam bentuk pengadaan
peralatan dan perlengkapan kantor sehingga terpenuhi
kebutuhan aparatur berupa sarana dan prasarana sebagai
penunjang untuk kelancaran kegiatan serta meningkatkan
kinerja aparatur. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun
Anggaran 2021 adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor sebanyak 8 (delapan) set dan terpeliharanya

perlengkapan/perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan.

C. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah menyediakan peralatan
rumah tangga sebagai pendukung terlaksananya kegiatan harian
maupun kegiatan peringatan hari-hari besar. Hari Ulang Tahun
Kota Cimahi, Peringatan HUT RI, dan peringatan Hari Besar
Nasional Tingkat Kota Cimahi dengan baik dan terkoordinir,
efektif dan efisien. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun
Anggaran 2021 adalah tersedianya peralatan rumah tangga

sebanyak 1 (satu) set.

D. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah menyediakan logistik
kantor, penyediaan makan dan minum harian kepala daerah,
wakil kepala daerah dan eselon 2di linkup Sekrertariat Daerah
dan penyediaan Tenaga Harian Lepas (THL) penata boga dan

penata jamuan selama 12 bulan.




E. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan

Maksud diadakannya sub kegiatan ini adalah terpenuhinya
kebutuhan barang cetakan dan penggandaan pada Sekretariat
Daerah Kota Cimahi untuk mendukung kelancaran aktifitas
administrasi perkantoran. Target kinerja sub kegiatan ini pada
Tahun Anggaran 2021 adalah terfasilitasinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan yang terdiri dari kalender dan buku

disposisi selama 12 (dua belas) bulan.

F. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tujuan dari sub Kkegiatan ini adalah terfasilitasinya
kebutuhan makanan dan minuman untuk mendukung
terlaksananya kegiatan harian, peringatan Hari Ulang Tahun
Kota Cimahi, Peringatan HUT RI, dan peringatan Hari Besar
Nasional Tingkat Kota Cimahi dengan baik dan terkoordinir,
efektif dan efisien serta bekerjasama dengan leading sector dalam
menyelenggarakan acara/kegiatan. Target kinerja sub kegiatan
ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah tersedianya makanan dan
minuman rapat selama 12 (dua belas) bulan.

2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

A. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Tujuan sub kegiatan ini adalah untuk menyelenggarakan
pengadaan mebeleur, agar tersedia fasilitas untuk aparatur dan
tercapainya kebutuhan mebeleur untuk penunjang pelaksanaan
kegiatan aparatur. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun
Anggaran 2021 adalah terselenggaranya pengadaan mebeleur

sebanyak 5 (lima) set.




B. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan
Lainnya

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan rumah
dinas kepala daerah, rumah dinas wakil kepala daerah, rumah

dinas Sekretaris Daerah serta gudang penyimpanan barang.

C. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor/Bangunan Lainnya

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana dalam rangka fasilitasi kepala daerah,
wakil kepala daerah dan Sekretaris Daerah selama 12 (dua belas)

bulan.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

A. Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tujuan dari sub kegiatan ini adalah penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan dalam memfasilitasi kegiatan
harian, peringatan Hari Ulang Tahun Kota Cimahi, Peringatan
HUT RI, dan peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kota Cimahi
dengan baik dan terkoordinir, efektif dan efisien serta
bekerjasama dengan leading sector dalam menyelenggarakan
acara/kegiatan. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun
Anggaran 2021 adalah terfasilitasinya kegiatan Pemerintah Kota

Cimahi selama 12 (dua belas) bulan.

B. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Substansi sub kegiatan ini berupa penyediaan alat
kebersihan kantor dan penyediaan sumber daya manusia
sebagai tenaga cleaning service di lingkungan kantor Pemerintah
Daerah Kota Cimahi dan rumah dinas. Target kinerja sub
kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah terjaganya

kebersihan kantor selama 12 (dua belas) bulan.




4, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah

A. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terpeliharanya
kendaraan dinas/operasional bermotor dengan baik sebagai
penunjang kelancaran fasilitasi kegiatan serta meningkatkan
kinerja aparatur dan menyelenggarakan pengadaan BBM (Bahan
Bakar Minyak) untuk kendaraan dinas/operasional. Target
kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah
terpeliharanya kondisi 11 (sebelas) unit kendaraan peruntukan
wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah dan eselon 2 di
lingkup sekretariat Daerah selama 12 (dua belas) bulan dan
pengurusan atas pajak kendaraan tersebut.

B. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya syarat
perizinan kendaraan bermotor dan terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional bermotor dengan baik sebagai penunjang
kelancaran fasilitasi kegiatan serta meningkatkan kinerja
aparatur serta asuransi atas kendaraan dinas/operasional.
Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021
adalah terselenggaranya jasa pemeliharaan, asuransi kendaraan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk 56 (lima
puluh enam} unit yang terdiri dari kendaraan roda 2 sebanyak
30 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 25 unit dan kendaraan roda
6 sebanyak 1 unit.

C. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk mengadakan

pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemerintahan Daerah Kota




Cimahi agar tetap ada dalam kondisi baik dan terawat serta
menghindari resiko rusak ringan, berat atau hancur. Target
kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran 2021 adalah
terpeliharanya gedung perkantoran Pemerintah Daerah Kota
Cimahi meliputi Gedung A, B dan C selama 12 (dua belas)

bulan.

D. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk mengadakan
pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana gedung
Pemerintahan Daerah Kota Cimahi agar tetap ada dalam kondisi
baik dan terawat serta menghindari resiko rusak ringan, berat
atau hancur. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun
Anggaran 2021 adalah terpeliharanya sarana dan prasarana
gedung kantor yang terdiri dari: Alat Pemadam Api Ringan
(APAR), genset, pompa air, trafo listrik, lift, Circuit Central
Television (CCTV), Air Conditioner (AC) gedung perkantoran
Pemerintah Daerah Kota Cimahi meliputi Gedung A, B dan C
dan juga laundry alat kantor seperti karpet mushola, umbul-
umbul dan bandir, bendera rumbai dan peralatan rumah tangga

selama 12 (dua belas) bulan.

5. Pelaksanaan Administrasi Umum

A. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga
Kepala Daerah

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan
logistik, alat/bahan kebersihan rumah dinas wali kota beserta
tenaga pengemudi, pramubakti dan cleaning service selama 12
(dua belas) bulan.

B. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga

Wakil Kepala Daerah

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan

logistik, alat/bahan kebersihan rumah dinas wakil wali kota




beserta tenaga pengemudi, pramubakti dan cleaning service

selama 12 (dua belas) bulan.

C. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga
Sekretaris Daerah

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan
logistik, alat/bahan kebersihan rumah dinas sekretaris daerah
beserta tenaga pengemudi, pramubakti dan cleaning service
selama 12 (dua belas) bulan.

D. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk penyediaan set

seragam kepala daerah dan wakil kepala daerah beserta atribut

dan kelengkapannya.

6. Kegiatan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
A. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah:

e Menghimpun masukan sebagai dasar penyusunan program
kerja Kepala Daerah, serta sebagai sarana pengawasan
langsung oleh tokoh masyarakat, organisasi sosial dan
kemasyarakatan kepada Kepala Daerah dalam menjalankan
tugas dan fungsi sebagai Kepala Daerah; Fasilitasi kegiatan
harian, kegiatan PHBN, kegiatan peringatan HUT Kota Cimahi
dan HUT RI di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi

e Sarana bagi Kepala Daerah untuk melakukan koordinasi
secara langsung dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya  dalam melaksanakan perencanaan
pembangunan baik berupa fisik maupun non fisik serta
sebagai sarana komunikasi;

e Menciptakan suatu hubungan kerjasama dan silaturahmi
yang baik antar warga Kota Cimahi dengan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam menyelesaikan berbagai

masalah yang terjadi serta meninjau secara langsung




pertumbuhan atau perkembangan pembangunan yang terjadi
di wilayahnya;

e Mendorong terjalinnya hubungan yang harmonis antara
Pemerintah Kota Cimahi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya

e Menciptakan suatu jalinan koordinasi yang baik antara
pimpinan daerah dengan para pejabat daerah dalam
menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang
terjadi. Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai sarana bagi
Kepala Daerah untuk memberikan masukan-masukan dan
melakukan koordinasi, evaluasi dan penilaian secara langsung
kepada jajaran pejabat pemerintah daerah dalam
menyelesaikan program-program kerja serta sebagai sarana
komunikasi dan terjalinnya hubungan kerja yang baik dan
harmonis.

Sementara itu target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun
Anggaran 2021 adalah terfasilitasinya 78 (tujuh puluh delapan)
dialog, terfasilitasinya inspeksi sebanyak 48 (empat puluh
delapan) kegiatan, terfasilitasinya 100 (seratus) kegiatan,
terfasilitasinya 25 (dua puluh lima} kunjungan dan

terfasilitasinya 24 (dua puluh empat) rapat koordinasi.

3.2.9. Bagian Tata Usaha

Pada Tahun Anggaran 2021, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
mengampu 1 (satu) program, 4 (empat) kegiatan, dan 8 (delapan) sub
kegiatan.

3.2.9.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

A. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah:




e Terlaksananya penyusunan program dan kegiatan Sekretariat
Daerah Kota Cimahi dalam berbagai dokumen perencanaan
Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Target kinerjanya pada
Tahun Anggaran 2021 adalah tersusunnya Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 sebanyak
1 (satu) dokumen, penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran
(RKA) Parsial Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu)
dokumen, DPA perubahan parsial Tahun Anggaran 2021
sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan Rencana Kegiatan
Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2021 sebanyak
1 (satu) dokumen, penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2021 sebanyak
1 (satu) dokumen, penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Tahun Anggaran 2022 sebanyak 1 (satu) dokumen.

¢ Penyusunan riviu atas perencanaan program dan kegiatan
untuk jangka waktu 5 tahunan (Renstra) dan penyusunan
Rencana Kerja (Renja) di lingkup Sekretariat Daerah Kota
Cimabhi. Target kinerjanya pada Tahun Anggaran 2021 adalah
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota
Cimahi Tahun Anggaran 2022 sebanyak 1 (satu) dokumen,
penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat
Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 sebanyak 1 (satu)
dokumen dan penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah Kota Cimahi sebanyak 1 (satu) dokumen.

¢ Penyediaan data dan informasi atas pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkup Sekretariat
Daerah Kota Cimahi. Sementara itu target kinerjanya pada
Tahun Anggaran 2021 adalah penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintahan (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Cimahi
akhir Tahun Anggaran 2020 sebanyak 1 (satu) dokumen,
penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD} sebanyak 1




(satu) dokumen, penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen,
Penyusunan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen,
penyusunan Rencana Aksi Sekretariat Daerah sebanyak 1
(satu) dokumen, penyusunan perubahan Rencana Aksi
Sekretariat Daerah sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan
dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) Sekretariat Daerah
Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen, penyusunan
laporan monitoring dan evaluasi kinerja triwulanan
Sekretariat Daerah Kota Cimahi sebanyak 4 (empat)
dokumen, penyusunan laporan monitoring dan evaluasi
rencana aksi triwulanan Sekretariat Daerah Kota Cimahi
sebanyak 4 (empat) dokumen, penyusunan laporan
monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja individu (IKI)
triwulanan Sekretariat Daerah Kota Cimahi sebanyak 4

(empat) dokumen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
A. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah penyediaan gaji dan
tunjangan kinerja bagi seluruh ASN di lingkup Sekretariat
Daerah Kota Cimahi serta gaji kepala daerah dan wakil kepala
daerah. Target kinerja sub kegiatan ini pada Tahun Anggaran
2021 adalah terfasilitasinya gaji dan tunjangan bagi seluruh ASN
di lingkup Sektretariat Daerah Kota Cimahi serta terfasilitasinya
gaji dan tunjangan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi.
B. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/

Semesteran

Maksud dari sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan di lingkup Sekretariat Daerah Kota

Cimahi, juga sebagai laporan pertanggungiawaban pelaksanaan




APBD di lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Sementara itu, tujuan dari sub kegiatan
ini adalah tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulanan
dan semesteran atas realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh
seluruh bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
C. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Maksud dari sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi kenangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan di lingkup Sekretariat Daerah Kota
Cimahi, juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan selama
Tahun Anggaran 2021. Sementara itu, tujuan dari sub kegiatan
ini adalah tersusunnya laporan keuangan akhir tahun atas
realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh seluruh bagian di

lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

A. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah penyediaan bahan
bacaan untuk pimpinan (wali kota, wakil wali kota, sekretaris
daerah, para staf ahli, para asisten daerah dan para kepala
bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimabhi).

B. Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah

Tujuan dan sasaran dari sub kegiatan ini adalah:

* Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah dalam rangka meningkatkan hubungan kerja antar
instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah serta non

lembaga pemerintah;




o Terciptanya hubungan kerja yang harmonis antar instansi/
lembaga pemerintah pusat dan daerah serta lembaga non
pemerintah

¢ Menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup
Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

¢ Menghasilkan output/hasil kerja yang optimal.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

A. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik

Tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk
memfasilitasi kebutuhan jasa telekomunikasi sumber daya air
dan listrik serta pembayaran multimedia (TV Kabel) pimpinan.
Sementara itu, ruang lingkup sub kegiatan ini meliputi
pembayaran atas rekening tagihan nomor telepon kantor, nomor
telepon rumah dinas, nomor telepon seluler wali kota, wakil wali
kota dan sekretaris daerah, nomor rekening air rumah dinas,
nomor rekening listrik kantor dan rumah dinas, tagihan

multimedia kantor dan rumah dinas.

B. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah
memfasilitasi pimpinan dalam administrasi persuratan dengan
ruang lingkup Kegiatan berupa pengelolaan surat menyurat baik
surat masuk maupun surat keluar dan pengelolaan arsip
dinamis aktif, khususnya surat dan arsip untuk lingkup
Sekretariat Daerah.




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021

Bab empat ini akan menyajikan rencana program dan kegiatan
beserta indikasi pendanaan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun

Anggaran 2021.
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BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 dan berpedoman pada
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Cimahi 2017-2022. Selain
itu, penyusunan dokumen perencanaan ini juga mempertimbangkan
hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran2020,

Dari berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat
beberapa penyesuaian dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota
Cimahi Tahun Anggaran 2021. Penyesuaian tersebut sebagian besar
berupa penurunan target kinerja dan pagu anggaran, sementara itu
substansi program dan kegiatannya sebagian sama dengan substansi
program dan kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota
Cimahi Tahun Anggaran 2020. Penurunan target kinerja dan pagu
anggaran tersebut terjadi karena adanya rasionalisasi anggaran belanja
di tingkat kota, yang disebabkan penurunan pendapatan Kota Cimahi
akibat pandemi Covid-19 dan pengalihan anggaran untuk refocusing
penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19 khususnya di Kota
Cimahi. Selain penyesuaian tersebut, dalam dokumen Rencana Kerja
Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 ini juga terdapat
perubahan nomenklatur dan susunan program, kegiatan dan sub
kegiatan, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dokumen perencanaan ini menjadi dasar penyusunan anggaran
Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021. Adapun dalam

menghadapi kemungkinan perubahan anggaran yang terjadi, tetap




mempertahankan prioritas program dan kegiatan yang mendukung
tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dan
prioritas Kota Cimahi Tahun 2021.

Cimahi, Agustus 2020
Sekret Daerah Kota Cimahi
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